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ABSTRAKS

Puspita,Rani.2009, FUNGS UNIT IDENTIFIKAS DARI SATUAN RESKRIM DALAM PROSES
PENYIDIKAN SERTA PEMAKAIAN SIDIK JARI SEBAGAI BARANG BUKTI. Skripsi jurusan
[Imu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Maang. Pembimbing 1. Priya Djatmila
S.H,M.H dan 2. Eny Haryati S.H,M.H

Kata-kata kunci : penyidikan, Sidik jari

Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan : "Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti kemudian dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu
tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya''.

Dari bunyi pasal 1 ayat 2 KUHAP diatas, bahwa pembuktian suatu tindak pidana
merupakan bagian terpenting dari tindakan penyidikan yang semuanya itu bertujuan membuat
terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, guna menemukan tersangkanya. Pada
perkembangan penyidikan sekarang ini pembuktian-pembuktian lebih banyak dilakukan oleh
penyidik secara ilmiah dengan menggunakan sarana teknik karena sifatnya yang lebih spesifik,
permanen dan khusus serta yang terpenting adalah sah dimuka hukum.

Berkaitan dengan tugas yustisal Kepolisian, yaitu mengadakan penyidikan untuk
membuat terang suatu tindak pidana, Salah satu sarana pembuktian secara teknik tersebut dapat
dilakukan lewat Identifikasi.

Pengertian identifikasi yang didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kepala
Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : JUKLAK/08/V /1981, tanggal 30 Me 1981 tentang
fungsi identifikasi, memberikan pengertian identifikasi adalah usaha pembuktian persamaan ciri-
ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, barang / benda dan bahan secara ilmiah.
Sedangkan yang termasuk di dalam bukti-bukti fisik yang dimaksud (terutama yang terdapat di
dalam tempat keadian perkara) misalnya adalah sidik jari, noda-noda darah, sperma serta
barang-barang yang diperkirakan telah digunakan oleh tersangka yang tertinggal di TKP dan
sebagainya.

Secara struktural unit identifikasi termasuk dalam bagian satuan Reserse Kriminal. Tapi
dalam kegiatannya, unit identifikasi tidak bisa bekerja tanpa ada dukungan dari satuan-satuan
yang lain, seperti Satuan Intelkam, Satuan Lantas Satuan Samapta dan Bagian Bina Mitra
Karena untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan barang bukti yang diharapkan berawal dari
kondisi Tempat Kgadian Perkara yang baik. Baik disini berarti semua yang ada di dalam TKP
belum rusak atau berubah. Beberapa faktor yang membuat suatu TKP rusak atau berubah antara
lain yaitu faktor TKP, Faktor Petugas, Faktor Alat dan Faktor Masyarakat.

Diharapkan dari semua itu penyidik akan mendapatkan bukti-bukti yang bisa
membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, pada tahap berikutnya dapat mengarah
kepada tujuan semua itu sendiri yaitu menemukan tersangkanya sehingga penegakkan hukum
bisa dilaksanakan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kejahatan dapat diperkirakan sudah ada sejak adamgausia, tetapi daftar jenis
perbuatan yang dapat dipidana berubah dari wakiwadu dan berbeda dari tempat ke
tempat. Perubahan ini akan berkembang dari ting&ag sederhana ke tingkat yang lebih
tinggi. Dalam perkembangannya kejahatan terganpadp manusia juga, meningkat baik
dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kejahatamingkat dalam kuantitas dikarenakan
jumlah manusia serta kebutuhannya juga bertamba&fahktan juga berkembang dalam
kualitas disebabkan semakin hari manusia semakmdgranenggunakan daya pikir serta
keahliannya dalam menggunakan pengetahuannya.

Setiap kejahatan pada prinsipnya merugikan siaf@aysag menjadi korbannya, baik
korban secara individu maupun secara kelompok atasyarakat. Kerugian tersebut bisa
berupa materiil maupun moril. Kerugian dalam arateniil yang dimaksud adalah timbulnya
korban-korban (victims) dan merusaknya atau musymhhnarta benda serta semakin
banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk pemdaggannya. Di lain pihak, kerugian
dalam arti moril dimaksud adalah semakin berkurgagmatau hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan ini harus segeiatasi. Karena itulah diperlukan
upaya hukum, seperti yang tercermin dalam penjelasadang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukurak tieerdasarkan atas kekuasaan belaka”.
Karena itu di Indonesia dalam hal ini setiap terjelanggaran hukum harus diselesaikan

melalui jalur hukum.



Hukum mengatur masyarakat secara patut dan beratasdagan menetapkan apa yang
diharuskan ataupun apa yang dibolehkan dan apatigaigdibolehkan. Hukum yang dapat
merumuskan sesuatu perbuatan sesuai dengan huleunmtidak merumuskannya sebagai
melawan hukum. Bahkan yang digarap oleh hukum iglsktru perbuatan yang disebut
terakhir ini. Perhatian dan penggarapan perbuat&arh itulah yang merupakan penegakan
hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum diadeagan sanKsi

Dalam proses penegakan hukum pidana di Indones@ka nnstansi terdepan yang
seharusnya langsung berhadapan dengan pelanggam pillana adalah pihak Kepolisian.
Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang nomotaR8n 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian Neg&apublik Indonesia dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab menjaga deeamdalam negeri serta sebagai
penegak hukum dengan memperhatikan Hak Asasi Manusi

Berpijak dari konsep dasar di atas, maka kepolidibari wewenang oleh Negara untuk
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayakepada warga Negara serta
penegakan hukum yang tertuju pada teriptanya kemdaa ketertiban masyarakat, sehingga
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakastjadi tugas dan wewenang serta
tanggung jawab kepolisian

Djoko Prakoso mengistilahkan tugas polisi sebaggas yustisial dan tugas non yustisial.
Tugas-tugas non yustisial yang didalamnya jugadsuk tugas kepolisian preventif, meliputi
tugas-tugas :

1. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

2. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakitkienyasyarakat;

! Sudarso, Kapita Selekta Hukum Pidana,Alumni,Baggl086,hal 111.
2 Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedkan dan Hubungannya dalam Hukum
Administrasi.LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,hlm.36



3. memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakanasuk memberi

perlindungan dan pertolongan; dan

4. mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat erpadduran-peraturan negara

(pasal 2 ayat 1).

Tugas non yustisial bagi kepolisian ialah mengavedisan-aliran kepercayaan yang
dapat membahayakan masyarakat dan negara, dansaradédan tugas-tugas khusus lainnya
yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan a€pasal 2 ayat 3 dan 4)

Tugas vyustisial bagi kepolisian meliputi tugas degan represif, yaitu mengadakan
penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menetanhtkian-ketentuan dalam perundang-
undangan hukum acara pidana dan lain-lain perapicdama ( pasal2 ayat 2)

Berkaitan dengan tugas yustisial kepolisian, yamengadakan penyidikan untuk
membuat terang suatu tindak pidana, penyidikamgmbutuhkan bantuan ilmu-ilmu seperti
kriminologi, kriminalistik, psikologi, psikiatri, inia forensik, balistik forensik, dan lain-lain.
Pemeriksaan di tingkat penyidikan mempunyai perayarg sangat penting dalam proses
peradilan, yaitu hasil penyidikan terhadap tersangkan menentukan apakah suatu perkara
memang sebagai suatu perkara pidana dan terdapap doukti untuk diteruskan ke
Kejaksaan atau ke pengadilan. Pada pemeriksaan idgemy inilah dipertaruhkan
kemampuan dan keahlian para penyidik untuk meng@amglengan sejelas-jelasnya suatu
peristiwa tersebut benar-benar sebagai peristilangi yang dapat dijatuhi hukuman atau
tidak.

Peran Polri dalam menangani dan menyelesaikaraepgidana dewasa ini sangat berat.
Sebagai pengemban tugas pokok yang telah disebandaasal 13 Undang-undang tahun

2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa :



1 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

% Menegakkan hukum

% Memberikan, perlindungan, pengayoman dan pelayifemyarakat.
Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok tersebut ketika menjalankan tugasnya
sebagai penyelidik dan penyidik selain tugas laangy berkaitan dengan memberikan
pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingam daéng lingkup kepolisian. Sebagai
penyidik, Polri berkewajiban untuk dapat menemuklan mencari peristiwva yang diduga
tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyidik&etelah dilakukan tindakan penyidikan
dan memang benar tindakan tersebut adalah suaaktmidana maka statusnya ditingkatkan
menjadi penyidikan. Tujuan dari tindakan penyebdik sebagai langkah awal untuk
melakukan penyidikan supaya menghindari kekeliryang mengakibatkan penyidik Polri
dihadapkan pada sangsi hukum yang dapat dituntiélundembaga Praperadilan. Dari
tindakan tersebut, maka dapat diketahui, korbalakpedan barang bukti dari tindak pidana
yang terjadi.

Dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acararid€UHAP) ditegaskan bahwa

Y penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik hretia; pejabat, pegawai negri

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus olehamgdundang
2 Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksach dafat (1) akan diatur
lebih lanjut dalam oeraturan pemerintah.

Dalam Undang-Undang no. 2 tahun 2002 tentangok&@gn Republik Indonesia,
Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik ddlahdan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan gakg dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemtgtaangkanya.



Perkembangan penyidikan di Indonesia melalui sat@knik maupun sarana hukum
telah berjalan dalam masa-masa yang panjang. Dat@takukan pengejaran si pelaku,
penyidik lebih banyak melakukannya lewat sidik jdengan cara mencari terlebih dahulu
sidik jari yang kemungkinan terdapat pada tempat dtagian-bagian bekas dilakukannya
tindak pidana.

Dalam pemeriksaan sidik jari, telah berkembandusteknik yang sangat maju, termasuk
pemeriksaan di laboratorium kepolisian. Selainksidri juga dikembangkan pemeriksaan
jejak roda mobil, fotografi kepolisian, dan lainAda Sedangkan tanda-tanda badaniah
misalnya berat badan, bentuk tubuh, bentuk mukalaardain tanda badaniah diperlukan
sarana ldentifikasi dan yang sedang dikembangkalalad©dontologi dan Sidik bibir.

Identifikasi berarti pengenalan kembali, baik dmmgalan Daktiloskopi, pemotretan
maupun dokumentasi. Dengan adanya sarana lIdestifika diharapkan bisa didapat alat
bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah daldeng pengadilén

Sebagian besar dari kasus-kasus kejahatan g$elrgri-dikerjakan dan
diselesaikan sendiri oleh seorang penyidik yangnglik. Kasus ini pada umumnya adalah
kasus yang telah dilaporkan dan berada di tangaoliken sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan tugas yang ditetapkan. Penyidik iraraesendiri mengemban tanggung jawab
dan sejauh mungkin menyelesaikan tugasnya dalangkaamenemukan kebenaran.
Kesuksesan serse merupakan bagian dari suksesmydikesi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, disusunigbsskiengan judul ‘FUNGSI UNIT
IDENTIFIKASI DARI SATUAN RESKRIM DALAM PROSES PENYI DIKAN SERTA

PEMAKAIAN SIDIK JARI SEBAGAI BARANG BUKTI”

3 MABES POLRI ,1986:5



B. Permasalahan
Dengan gambaran tersebut diatas didapatlah dimtagambaran permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah kinerja fungsi Unit Identifikasi dilfésta Malang?
2. Bagaimana proses pengolahan sidik jari dalam megigynsuatu kejahatan sehingga
sidik jari tersebut dapat dijadikan sebagai batauigi?
3. Kendala-kendala khusus apa sajakah yang dapat rmwehgi proses penyelidikan pada
pengambilan sidik jari pada khususnya?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ddala
1. Untuk mengetahui kinerja fungsi Tim Unit Identifdiadi Polresta Malang dalam
mengungkap suatu delik.
2. Untuk mengetahui Proses pengolahan sidik jari dalaemgungkap suatu kejahatan
sehingga sidik jari tersebut layak untuk dijadikemang bukti
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang daeaghambat proses penyelidikan
yang berkaitan dengan pengambilan sidik jari pddesusnya.
D. Manfaat Penelitian
Dengan melihat tujuan penelitian di atas, makaelgan ini diharapkan mempunyai
manfaat :
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbamganikiran bagi perkembangan
iimu hukum pada umumnya dan ilmu pidana poada kK& yaitu perihal fungsi

identifikasi bagi suatu penyidikan yang berkenaangan sidik jari sebagai alat bukti



untuk mengungkap suatu kejahatan sehingga dapadildin penambahan wawasan

pengetahuan, konsep, metode, maupun pengembarggadit@jaran Kepolisian dan di

bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

1)

2)

3)

Bagi penulis

Dapat dijadikan penulis sebagai penambahan ilmu atamperluas wawasan
tentang proses penyidikan di tubuh Polri dan dapgadikan sebagai
pengembangan pola piker sekaligus dapat dijadikdagai pengetahuan untuk
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkanylng selama ini telah
diperoleh.

Bagi Polresta Malang

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau masukatuk langkah ke depan
yang berguna terhadap tindakan penyidik dalam prolentifiksai di lapangan.
Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan ataunmafeir yang berkaitan dengan
proses ldentifikasi pihak kepolisian sesuai dengduran yang ada, guna
memperoleh jawaban atas kasus kejahatan yangitdgian kehidupan sehari-

hari.



E. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka diperlukararigka penulisan yang

sistematis. Karena itu penulis mengemukakan séadrger bab, yang terdiri dari:

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

: Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian alasan pemilihan jud@rmpsalahan, sebagai
landasan berpikir yang mendorong penulis untuk raéakgan penulisan ini, dan
sebagai pelengkap pada bab | ini penulis akan kakamkmetodologi penelitian

dan sistematika pembahasan yang mengarah padeararpendekatan masalah.

: KAJIAN PUSTAKA

Sub bab A. Tinjauan utama tentang Polri yang tedgiri pengertian polisi dan
kepolisian, fungsi, tujuan, tugas, wewenang daunkgir organisasi Polri. Sub
bab B. Mekanisme kerja unit Identifikasi dalam m®penyidikan. Sub bab C.
Kajian umum tentang alat bukti sidik jari. Sub Habmenguraikan pengertian

tindak pidana.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenalgdeatan masalah, waktu dan
lokasi penelitian, jenis dan sumber data; tehnikgpenpulan data, populasi,

sampel dan responden; tehnik analisis data

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai jawaban atagsan masalah yang
diambil dan merupakan hasil analisis penelitiantuyanengenai fungsi unit
Identifikasi, proses pengolahan sidik jari, dantdeg kendala dalam proses

pengolahan sidik jari.



Pada Bab ini akan diuraikan tentang kesimpulansaaan yang berkaitan dengan

hasil pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV

: PENUTUP

BAB V
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Polri
1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Di dalam ketentuan umum Undang-undang no. 2 talB02 Perdapat definisi dan
berbagai hal mengenai polisi, termasuk pengertepolisian. Disebutkan dalam pasal 1
angka 1 UU no. 2 tahun 2002 : “Kepolisian adalapake hal ihwal yang berkaitan
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengamupangperundang-undangan”.

Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengan yang berbeda. Istilah
“Polisi” adalah sebagai orang atau lembaga penadrinfang ada dalam Negara,
sedangkan istilah “Kepolisian” merupakan organ tembaga. Sebagai organ, yakni
suatu lembaga pemerintah yang terorganisir darrdktsr dalam organisasi Negara.
Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewesaataytanggung jawab lembaga atas
kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan furagsiagtara lain pemelihara
keamanan dan keterlibatan masyarakat, penegakammhybelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat.

2. Fungsi Polri

Fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-undamg2 tahun 2002 yang
berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satug$impemerintahan Negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakaggakan hukum, perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Rumusan fungsi kepolisian tersebut merupakan agasaldari UUD 1945 pasal

30 ayat (4) dan pasal 6 (1) Tap MPR Nomor VII/MRR2, yang mengatur tentang

* Sadjijono,op cit,him.6
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Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yangdalamnya memuat substansi
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakaggakan hukum, perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyatrakat.
3. Tujuan Polri®

Tujuan Polri dapat kita lihat dalam pasal 4 Undandang no.2 tahun 2002 yang
menyatakan bahwa : “Kepolisian Negara Republik mheda bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputielifigranya keamanan dan
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukwsekenggaranya perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta teyhikatentraman masyarakat dengan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Tujuan Kepolisian tersebut memuat pokok pikirankbhgan dengan tujuan
Negara dan keamanan dalam negeri. Tujuan Kepolisiaebut memuat pokok pikiran
berkaitan dengan tujuan Negara dan keamanan dagerinPernyataan tentang tujuan
Kepolisian sangat penting artinya bagi pembentujdtirdiri Kepolisian.

4. Tugas dan Wewenang Polfi
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonessiudidalam pasal 13 UU No.2

tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri diadalam pasal 13 dimaksud
diklasifikasikan menjadi 3, yakni :
1. Memelihara kemananan dan ketertiban Masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaykepada masyarakat.

® pudi Rahardi,op cit, him 56
® Pudi Rahardi,ibid, him 59
" Pudi Rahardi,lbid,him.67
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Wewenang Kepolisian yang diperoleh secara atfjbyakni wewenang yang
dirumuskan dalam peraturan perundang-undanganraamém dalam pasal 30 (4)
Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang No.2 Tab0& tentang Polri, Undang-
Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain:-ldbari wewenang atributif
tersebut kemudian dalam pelaksanaan wewenang Mbivenang delegasi dan
wewenang mandate, yakni pemberianwewenang darsaias kepada satuan bawah (
berupa mandate ), maupun pendelegasian kepadayHitdeng diluar struktur.

5. Struktur Organisasi Polri®

Ini merupakan susunan atau bangunan organisasiisiep untuk mencapai suatu
tujuan. Susunan tersebut diatur sedemikian ruparadertingkat yang terdiri dari unsur-
unsur yang saling berhubungan satu sama lain leelsama untuk mencapai tujuan
organisasi.

Di dalam Keputusan Presiden No.70 tahun 2002 ngntaganisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebotlbahwa, organisasi kepolisian
disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hikggangkat wilayahann pasal 3, ayat
(2),(2),dan(3). Jenjang di tingkat pusat disebutkda Besar Kepolisian Negara Republik
Indonesia (MABES POLRI) dan tingkat kewilayahan etst Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah (Polda). Di tingkat poldamiliki jenjang ke kesatuan
wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwikasb Polres/Polresta dan
Polsek/Polsekta yang setiap jenjang memiliki tingkaatau unsure-unsur. Berhubungan
dengan unit identifikasi dan bagian khususnya dajf@ngambilan sidik jari yang

dilakukan oleh Polri maka akan dilakukan oleh BaBRaserse Kriminal ( BARESKRIM

8 Sadjijono,op cit, him 66

12



) pada tingkat Mabes Polri, Direktur Reserse crah(rDIR.RESKRIM ) di tingkat Polda
dan satuan reserse Kriminal (SAT.RESKRIM) di tingkalwil/tabes,Polres/Polresta.
B. Mekanisme kerja unit Identifikasi dalam proses penydikan
1. Pengertian, Tugas, dan Wewenang ldentifikasi Serthandasan Yuridisnya.
Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyatakan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindgkanyidik dalam hal menurut cara yang diatur
dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengilkap bukti yang dengan
bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yasmpdi dan guna menemukan
tersangkanya”.

Dari pasal 1 butir 2 tersebut, dapat dilihat bahwagsi dari penyidikan
membuat terang suatu tindak pidana dengan cara umgngkan bukti dan
menemukan tersangkanya. Pengumpulan bukti ini ukiak mulai dari tempat
kejadian perkara hingga penyidikan selesai. Demikipula untuk mencari
tersangkanya juga dimulai dari tempat kejadian g@rldengan melihat tanda-tanda
atau jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku baik sadesik maupun non fisik.

Secara fisik misalnya, pelaku meninggalkan beldik gri, jejak kaki, darah,
air mani, dan sebagainya, sedangkan non fisik myaatiri-ciri pelaku yang dapat
dikenali oleh saksi-saksi baik raut muka, bentukdma cara berjalannya dan lain
sebagainya.

W. Bawengan dalam bukunya tentang “Penyidikan &arRidana dan Teknik
Interogasi”, berisikan sebagai berikut:

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yaslgh melakukan

kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian memgkesalahan yang telah

13



dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut madwyigik akan menghimpun

keterangan sehubungan dengan fakta-fakta terteéatu peristiwa-peristiwa tertentu,

menghimpun keterangan-keterangan tersebut biasalajah mengenai:

a.

b.

Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;

Identitas daripada korban;

Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;

Waktu terjadinya kejahatan

Apa yang menjadi motif tujuan serta niat, identjtataku kejahatah.

Ditambah dalam International Association Of Poligenyidikan pendahuluan

meliputi sebagian atau seluruh tugas-tugas beirnikut

1.

Pergi ke tempat kejadian segera dan ter{&ngceed to the scene promptly

and safety)

. Beri pertolongan yang luka-luK&ender the asistance to the injured)
. Tahan dan tangkap sipelaifect he arrest of the criminal).
. Kumpulkan dan identifikasi para saksbcate and identify withesses)

. Periksa (wawancarai) pelapor dan saksi-safteierview and complaint

witnesses).

. Amankan tempat kejadian dan jaga bukti-bktaintain the crime scene and

protect the evidence).

. Interogasi tersangk@nterogation the suspect).

. Catat semua keadaan, kejadian, dan pend&lmaé all conditions, events and

protect the evidence).

y Bawengan, Gerson W. 1986. Penyidikan Perkara PiDanaleknik Interograsilakarta:Pradnya Paramita
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9. Atur pengumpulan bukti-buk{Arrange for collection of evidence).
10. Laporan kejadian secara lengkap dan téReport the evidence fully and
accurately).
11. Serahkan pertanggungjawaban kepada penyidik bay&ut(Yield the
resbonbility to the follow up investigatary
Dari gambaran di atas, identifikasi memegang peralaam bidang pencarian
bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan seje mencari pelakunya atau dalam
tingkat penyidikan disebut tersangka, terutamakpellang sempat melarikan diri.
Meskipun pada pemeriksaan pendahuluan di tempatiike perkara juga telah
ditangkap seseorang yang disangka telah melakukdaktpidana, itupun juga masih
perlu dibuktikan kebenarannya, benar atau tidakgrgersebut (yang ditangkap)
adalah pelakunya. Hal ini dikarenakan bisa sajgaderkesalahan dalam hal
menangkap.

Untuk pencarian bukti-bukti dan penentuan idenssrang pelaku, identifikasi
terhadap pelaku sangat diperlukan. Identifikasi tngnkriminalistik ditujukan pada
teori dasar, bahwa semua objek dapat dibagi daudiam dibagi lagi atas beberapa
bagian yang didasarkan kepada keadaan obj€k litiljuga berarti bahwa suatu objek
dapat menjadi bagian atau sub bagian dari ses@adik jari, bekas noda darah,
rambut, gelas, dan sebagainya dapat dikualifikasigabagai suatu objek sesuai

dengan pengertian diatas.

9 Hamzah Andi. 1986. Pengusutan Perkara KriminabBMeSarana Teknik dan Sarana Hukum, Jakarta:Ghalia
Indonesia. Hal 11

> Bawengan, Gerson W. 1986. Penyidikan Perkara PiDanal'eknik Interograsiakarta:Pradnya Paramita. Hal 12
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Menurut W. J. S. Poerwadarminto,identifikasi memyaimrti penetapan atau
penentuan identitas orang, benda dan sebadaingadangkan arti identitas sendiri
adalah keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus sesgprbenda dan lain-ldi Jadi dapat
ditarik pengertian arti identifikasi adalah penamtatau penetapan sifat, keadaan, atau
ciri-ciri seseorang, benda dan lain-lain.

Seorang ahli dalam ilmu kriminalistik H. Gross mamkan keterangan bahwa
pengetahuan pengenalan manusia, ialah suatu cagadgpat dipakai untuk mengenal
mayat dan juga apakah orang tersebut adalah*sama

Pengenalan manusia dalam arti sebenarnya ialahetadng begitu rupa ciri-
ciri yang istimewa yang ada pada atau dari orang ydimaksud, sehingga dengan
kepastian dan ketetapan bahwa orang tersebut adedaly yang sama dengan yang
sebelumnya juga telah dikenalnya dengan ciri-@rigsysama tersebBtit

Pengertian Identifikasi yang didasarkan pada PekuRglaksanaan (Juklak)
Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : 11AK/08/V/1981 tanggal 30 Mei
1981, tentang fungsi Identifikasi, memberikan petige identifikasi sebagai berikut :
Identifikasi adalah usaha pembuktian persamaarciciyiguna pengenalan kembali
terhadap manusia, hewan, barang/benda dan baharasdmiah. Pengertian
identfikasi yang diberikan oleh JUKLAK tersebuttdislebih luas daripada pengertian

pada bagian sebelumnya, yaitu identifikasi atalgpealan kembali tidak hanya untuk

12 Poerwadarminto, W.J.S. 1981. Kamus Umum Bahasanksia Jakarta:P.N Balai Pustaka

- Poerwadarminto, W.J.S. 1981. Kamus Umum Bahasanbsla Jakarta:P.N Balai Pustaka. Hal 369

12 Karyadi, M. 1981 Tindakan Dan Penyidikan Pertam@K¥P, Bogor:Politeia. Hal 96

> Karyadi, M. 1981 Tindakan Dan Penyidikan Pertam@KP, Bogor:Politeia. Hal 96
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a.

b.

o

pengenalan manusia saja tetapi juga pengenalan akemérhadap hewan,
barang/benda dan bahan.

Setelah pengertian identifikasi penulis kemukakamgka akan penulis
kemukakan tentang tugas dan fungsi identifikasdésarkan JUKLAK No. POL.
JUKLAK/08/V/1981 yang terdapat pada Bab | Bagiaradgka 1 yang menyatakan
bahwa :

Fungsi identifikasi dirumuskan sebagai usaha untekyelenggarakan pekerjaan dan
kegiatan guna pengesahan kembali ciri-ciri sesgoratau makhluk hidup atau
barang/benda dan bahan melalui metode: sinyalendaktiloskopi, fotografi,
odontologi, voice print atau saran identifikashlaalam rangka memberikan bantuan
tekhnis identifikasi kepada unsur-unsur tekhnisagienal POLRI terutama Reskrim.

Identifikasi sebagai komponen utama, bertugas metabgimpinan
Kepolisian Negara dalam menyelenggarakan peyidikagak pidana atau bukan
tindak pidana dengan jalan :

Pengenalan kembali perorangan ;
Memberi bantuan tekhnis kepada kesatuan-kesatuinisstansi-instansi lain dalam
pemeriksaan tempat kejadian perkara ;
Melakukan penyidikan khusus dalam bidang identsika
Adapun wewenang identifikasi adalah sebagai berikut
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
Memeriksa persamaan sidik jari itu apakah idengki aidak ;

Mengadakan hubungan-hubungan dengan instansidiamdangka tugas penyidikan

< Karyadi,M. 1977, Statistik Grafik dan Administrd&iminal, Bogor:Politeia. Hal.96
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d. Memberikan bantuan dan membuat ketentuan-ketemgkéanis dalam bidangnya.
Pembahasan terakhir dari sub bab ini adalah emadandasan yuridis identifikasi,
sehingga ia akan lebih diakui keberadaannya dklingan Kepolisian, dengan beberapa
ketentuan yang mendasarinya antara lain :
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang KepaliNiagara Republik

Indonesia, yang menyatakan :

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Nadgserwenang :
a. menerima pengaduan ;
b. memeriksa tanda pengenalan ;
c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
d. menangkap orang ;
e. menggeledah badan ;
f. menahan sementara seseorang ;
g. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar ;
h. mendatangkan ahli ;
i. menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengam#atat, laut, udara ;
j. membeslah barang untuk dijadikan bukti, dan ;
k. mengambil tindakan-tindakan lafh.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPalpdsayat (1) yang

menyatakan :
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayau(uf a karena

kewajibannnya mempunyai wewenang untuk :

v Karyadi,M. 1977, Statistik Grafik dan Administrd&iminal, Bogor:Politeia. Hal 36

18 KUHAP hal.191
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a. menerima laporan atau pengaduan dari seseoraggeadanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempatikejad

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memetdksia pengenal diri
tersangka,

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahaemataan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgéoumnya dengan
pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

J. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begtamgjawab.

Surat Keputusan Men. Hankam/Pangab No. Kep./A/38%1970, tanggal 1
Agustus 1970 tentang Pokok-pokok Organisasi darseelir Kepolisian Negara
Republik Indonesia khususnya mengenai Fungsi-futgginis yang diatur dalam
pasal 7 butir 77 yang berbunyi : “ldentifikasi npeiii segala usaha, pekerjaan dan
kegiatan yang menggunakan satu atau beberapa sisténk mengenal atau
mengetahui seseoranyy”.

Staatsblad Hindia Belanda No. 332 tahun 1941 tgnReorganisasi Polisi
Umum antara lain mengenai pembentukan bagian Dakbpi dan Fotografi
Peraturan yang lainnya adalah Instruksi Sementagpald Jawatan Kepolisian

Indonesia (Pusat) tanggal 2 Januari 1952 untukokddéktiloskopi (Pusat), Cabang

19 Karyadi, M. 1983. Hal 135
20 JUKLAK, 1981:5
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dan Ranting di daerah Indonesia antara lain memgaeambuat, mengumpulkan,
menyususn slip-slip menurut Sistem Henry dan meintanaan jarff. Disamping itu
masih ada satu peraturan lagi yaitu Skep Kapolrid. : SKEP/02/1/1980 tanggal 31
Januari 1980, tentang Pola Dasar Pembenahan Polri.
Hasil pemeriksaan sidik jari atau pemeriksaan itlestyang dilakukan oleh
petugas identifikasi/daktiloskopi Polri yang tergadalam Berita Acara Pemeriksaan
Sidik Jari/ldentifikasi atau surat keterangan mengyai kekuatan bukti dalam sidang
pengadilan sebagai surat keterangan ahli berdas@idonansi tanggal 30 September
1949 No. 275 yang penjelasannya tertera dalam Bd15B325.
C. Pengertian Penyidik dan Penyidikan
Kita harus mengingat bahwa tujuan hukum acara pididam pedoman pelaksanaan
KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan atadagetidaknya mendekati kebenaran
materiil. Sedangkan menurut Andi Hamzah bahwa d&mjthukum acara pidana yang
ditujukan untuk mencari dan menemukan kebenarareriatu hanya merupakan tujuan
antar&. Berarti ada tujuan akhir yang menjadi tujuan sdiarutertib hukum Indonesia, yaitu
untuk mencapai suatu mayarakat yang tertib, temtedamai, adil dan sejahtera.
Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan tindakkara pidana, maka aparat
penegak hukum yang disebut sebagai penyidik agaetk Kepolisian Negara, dan apa yang
dimaksud sengan pengertian penyidik itu adalahrsegng disebut pada pasal 6 KUHAP,

yaitu :

%L JUKLAK, 1981:5
= Ngani, Nico. 1984. Mengenal Hukum Acara Pidana &adimum Dan Penyidikaryogjakarta:Liberty. Hal.7
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(1) Penyidik adalah :
a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia téutegang sekurang-
kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua.
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dibeewenang khusus oleh
Undang-Undang.
(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksaich @alat (1) akan diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya mengenai kedudukan Polisi sebagai gigngialam Peraturan Pemerintah
No. 27 tahun 1983 yang merupakan peraturan pelaksalUHAP, disebutkan pada pasal 2
ayat 1 sebagai berikut :
Penyidik adalah :
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentingy sekurang-kurangnya
berpangkat Pembantu Letnan Dua.
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekukamgngnya berpangkat
Pengatur Muda tingkat | (Golongan lI/b) atau yarsgchakan dengan ftu
Dari uraian tersebut diatas, bahwa Polri memputugas atau berkewajiban melakukan
penyidikan. Di samping itu Pegawai Negeri terteyimg ditentukan oleh Undang-Undang
juga dapat melakukan penyidikan.
Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di maksieh Undang-Undang ini,
misalnya : pejabat Bea dan Cukai, pejabat Kehutgrgabat Imigrasi, pejabat Pajak dan
lain-lain yang semuanya adalah Pejabat PegawairNeigd yang ditugaskan untuk

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yardapat pada perundang-undangan diluar

Fe Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. Kitab Himpunan &aran-Peraturan Tentang Hukum Acara Piddakarta:Simplex
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), g@wndang-undangan khusus.

Perundang-undangan tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Perundang-undangan Pidana khusus seperti : gnaalang Tindak Pidana Ekonomi,

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

b. Perundang-undangan Administrasi yang mempunyaikss pidana, misalnya
Undang-undang Kerja dan lain-I&in.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Polisi bgeuisebagai penyidik umum,
dalam arti tugas, wewenang, dan kewajiban Kepalislagara dalam melakukan penyidikan
adalah bersifat umum/tidak terbatas. Sedang menfgjghangan antara penyidik yang berasal
dari pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu denganyjlik dari pejabat Kepolisian yaitu
dalam bidang “koordinasi dan pengawasan (pasab7 2KUHAP), pemberian petunjuk dan
bantuan, laporan dimulainya penyidikan dan pengaemenyidikan, serta menyerahkan hasil
dari penyidikan (pasal 107 dan pasal 109 ayat 3 KB

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditafava ada Surat Keputusan
Menteri Hankam/Pangab tanggal 13 Juni 1974 No. /B&pi/V1/1974 yang menentukan
antara lain, bahwa penyidik yang dijabat oleh pajalepolisian Negara harus berpangkat
sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua dan harusemuhi Syarat-syarat sebagai
berikut:

a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjuta@s,A atau sekurang-

kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi;

b. Mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang berpabwuiengan penyidikan;

24 Hamzah, Andi. 1984. Pengantar Hukum Acara PidadaresiaJakarta:Ghalia Indonesia.hal.7
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c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan, baik psikisporawhisik untuk
melakukan tugas penyidikan;

d. Berkelakuan baik/tidak terceta.

Disamping penyidik ada penyidik pembantu sebagaanuisebutkan dalam pasal 10

KUHAP sebagai berikut:

a. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negapublik Indonesia yang
diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republikohekia berdasarkan syarat
kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.

b. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut padalgydia(r dengan Peraturan
Pemerintah.

Uraian dari pasal 10 KUHAP berarti penyidik pemlamanya berasal dari lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tewuri pejabat Polisi berpangkat tertentu
dibawah pangkat Penyidik. Sedang dasar diaturnydog@epenyidik pembantu disebabkan

terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat terteftagai Penyidik.

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu daksal8 (1) Peraturan Pemerintah

No. 27 tahun 1983, yaitu :

Penyidik Pembantu :

a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia terterangysekurang-kurangnya berpangkat

Sersan Dua.

2 Soesilo, R. 1979. Taktik Dan Teknik Penyidikamkaea Kriminil, Bogor:Politeia.
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b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingjam Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Renghada (Golongan ll/a) atau
yang disamakan dengan itu (Prodjohamidjojo, 1984:8)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu digeaxhatdanya Surat Keputusan
Menteri Hankam/Pangab tanggal 13 Januari 1974 gargentukan antara lain, bahwa
penyidik pembantu yang dijabat oleh pejabat Kepolidlegara Republik Indonesia harus
berpangkat Sersan Dua sampai dengan Sersan M&w@aabila berasal dari anggota
Kepolisian khusus, harus atas usul Komandan ataatda/Instansi sipil Pemerintah yang

diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Penyidik pembantu harus memenuhi syarat-syaragaebarikut :

a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutangkit Pertama atau
sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah BintalaiPo
b. Mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang berpabuengan penyidikan;
c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis nmayphisik untuk
melakukan tugas penyidikan;
d. Berkelakuan baik/tidak terceta.
Wewenang penyidik pembantu sama dengan wewenangdpegang terdapat
dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, kecuali dalaat penahanan yang wajib

diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

d Soesilo, R. 1979. Taktik Dan Teknik Penyidikamkaea Kriminil, Bogor:Politeia.

24



Penyidik pembantu dapat membuat berita acara dagerehkan berkas perkara
kepada penyidik kecuali perkara dengan pemeriksisgkat yang dapat langsung diserahkan

kepada penuntut umdm

Sedangkan wewenang penyidik dalam melakukan pé@yidmenurut pasal 7 (1)

KUHAP, menyebutkan :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayau(uf a karena kewajibannya

mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseoraranteatianya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempatliegja

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memekskatpengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahgqedgitaan;

e. Melakukan penyitan dan pemeriksaan surat;

f.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa saliagsangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hgaonya dengan pemeriksaan
perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

J.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begangjawab.
Selanjutnya mengenai tugas penyidik Polri dalanamgdperadilan adalah sebagaimana

diatur dalam pasal 8 KUHAP, yaitu :

27 R.Soesilo.198Penyidik (Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan SebagaBeralasarkan Kitab Undang-Undang Yang Baru
Bogor:Politeia
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(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaearindakan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuanldam Undang-undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepadarpenumum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimedk#amd ayat 2 dilakukan:

a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkkashgerkara;

b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesaiyipignmenyerahkan tanggung

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada pgrumtm;

Sedangkan pasal 9 KUHAP, mengatur tentang wilayaturm tugas penyidik Polri.
Wilayah hukum penyidikan meliputi seluruh wilayatdbnesia atau daerah hukum masing-

masing dimana ia diangkat. Bunyi pasal 9 KUHAP gabherikut:

“Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalgrasal 6 ayat 1
huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masingsimmg pada
umumnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah hukum
masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan kétan Undang-

undang”

Apabila dikaitkan dengan tindakan penyidikan, pdidif@n pun tidak terlepas dari
bidang penyidikan, karena tindakan penyelidikanupakan salah satu cara dalam fungsi

penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengarepeéitgn menurut pasal 1 butir 5
KUHAP, yaitu: “Serangkaian tindakan penyelidik uatmencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, gurtakumenentukan dapat atau tidaknya

diadakan penyidikan menurut cara yang diatur daJatang-undang”

26



Sedangkan yang dimaksud penyelidik, menurut pabaitit 4 KUHAP; ialah : “Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi weaven oleh Undang-undang untuk

melakukan penyelidikan”.

Atas dasar uraian diatas, maka sebelum dilakukayigikan terlebih dahulu harus
diterima data atau keterangan yang didapat dail pexsyelidikan, yang menyatakan bahwa
suatu peristiwa yang terjadi benar-benar merupaketu tindak pidana, sehingga dengan

demikian barulah terpenuhi syarat untuk dapat diadaya suatu penyidikan.
Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menasat f butir 2 KUHAP, adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurwcara yang diatur dalam
Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkamrang bukti yang dengan
bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidangang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya”.

Menurut R. Soesilo penyidikan dari kata “sidik”,ngaberarti terang, maka penyidikan
mempunyai arti membuat terang kejahatd8ehingga dengan adanya tindak penyidikan

tersebut dapat diketahui peristiwa pidana yangdegdan orang yang telah berbgfat.
Selanjutnya R. Soesilo mengatakan bahwa penyidiksedakan menjadi 2 bagian, yaitu

a. Penyidikan dalam arti luas, meliputi penyidikanngesutan dan pemeriksaan, yang
sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terushanes, tidak ada pangkal

permulaan dan penyelesaiannya.

% Soesilo, R.  1979. Taktik Dan Teknik Penyidikamkaea Kriminil, Bogor:Politeia.
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b. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindatkagiakan yang merupakan suatu
bentuk operasi represif dari Reserse Kriminal pgdrig merupakan permulaan dari
pemeriksaan perkara piddha

Jelasnya dapat dikatakan bahwa Polisi yang ditusgitlagai penyidik, dalam melakukan
tugas penyidikan di lapangan melakukan kegiatamakag antara lain, pengusutan dan
pemeriksaan, atau tindakan-tindakan dalam bentukbpeantasan terhadap perbuatan-
perbuatan yang dapat dihnukum, hal ini tentunya deriglak meninggalkan sifat-sifat dari

penyidikan, dimana seseorang tersangka itu hapgsldkukan sebagai subyek.

Menurut Andi Hamzali, bagian-bagian dari hukum acara pidana yang meskyzn

penyidikan adalah :

Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
Pemeriksaan ditempat kejadian.
Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

1.

2

3

4

5.  Penahanan sementara.

6 Penggeledahan.

7 Pemeriksaan atau interograsi.
8 Berita acara (penggeledahan, interograsi darepksaan ditempat)
9 Penyitaan.

10. Penyampaian perkara

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dagepealiannnya kepada
penyidik untuk sempurnakan.

2 spesilo, R.  1979. Taktik Dan Teknik Penyidikamk@ea Kriminil, Bogor:Politeia.

% Hamzah, Andi. 1984. Pengantar Hukum Acara PidadaresiaJakarta:Ghalia Indonesia
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D.Kajian umum tentang barang bukti Sidik Jari
1. Defenisi Sidik Jari

lImu yang mempelajari tentang sidik jari adalah flakkopi yang berasal dari
dua kata Yunani yaitu Dactilos yang berarti jamgi / garis-garis jari dan Scopein
berarti mengamati / menelitiKemudian hal tersebut diterapkan pada obyek yantps
yaitu garis-garis papilar sidik jari, tetapi tujudaktiloskopi tersebut lebih dititik beratkan
untuk keperluan personal Identification yang dileku dengan mengamati sidik jari
khususnya garis-garis yang terdapat pada ruas ujangtangan untuk keperluan
pengenalan kembali identitas seseorang. Hal im jiggdapat dalam ketentuan umum
tentang penyelenggaraan daktiloskopi bahwa Penyg#égaan Daktiloskopi adalah
kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekamngameati, mempelajari,
mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, memeabali dokumen, dan
membuat keterangan Sidik Jari seseorang. Kegiakkganaan dari hal tersebut diatas
dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis idédi sidik jari atau yang biasa dikenal
dengan petugas unit identifikasi Sidik Jari.

Sidik jari sendiri merupakan hasil reproduksi tajek baik yang sengaja diambil
atau dicapkan dengan tinta khusus sidik jari maupkas yang ditinggalkan pada benda
karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangarpun kaki. dalam sidik jari untuk
keperluan pendataan dikenal dengan istilah Daté&k $amitu rekaman jari tangan atau
telapak kaki yang terdiri atas kumpulan alur ggasis halus dengan pola tertentu, baik
yang sengaja diambil dengan tinta atau denganlasramaupun bekas yang tertinggal
pada permukaana benda karena terpegang atautiérseeh jari tangan atau telapak

kaki.

31 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifika3aktiloskopi Umum, h. 4
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2. Sejarah Singkat Sidik Jari
Sejak ribuan tahun sebelum masehi kesadaran masud@h ada mengenai
adanya suatu garis yang disebut garis papilar @adansnusia. Hal ini terbukti dengan
adanya peninggalan sejarah kerajaan Nivine di Bala] yaitu orang indian tentang
ukiran kasar bentuk sidik jari pada goa batu ditgmau kejimkcojik Nova scotia (di
teluk mexico)*

Pada abad ke VIl (650 th sesudah masehi) didaf@ama penggunaan sidik jari
sudah di wajibkan dengan UU untuk di cantumkan rdatlokumen perceraian, surat
jual-beli dengan membubuhkan sidik jari.

Pengamatan Para [Imuwan yaitu :

a. Th. 1864 Dr. Nihemiah Grew mengamati garis-garislgpajung jari dengan
menggunakan microskop.

b. Th.1686 Prof. Marcello Malphigi diuniversitas Boltgy melihat adanya garis-
garis bentuk : spiral dan loop.

c. Th. 1823 Prof. Johannes E Purkinye diuniversitasBu : menggolongkan garis-
garis papil itu menjadi 9 (sembilan) jenis.

d. Th. 1903 dipenjara Leavan Worth/Kansas ditemukarsalk@an dataan

Tropometry, potret wajah dari dua orang negro yaaging-masing bernama Will

West dan William West tetapi sidik jari berbeda.

Beberpa pendapat penemuan lain yang menunjukkadakeamaan atau tidak

berubahnya sidik jari yaitu:
a. Mr. H. A. Asquith seorang ahli statistic di Amerikaengemukakan bahwa : “

Terjadinya kesamaan detail antara satu sidik pmgdn yang lain adalah 1 (satu)

%2 bid h.2
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orang dalam 54 milyard kalau dihitung dengan ukuwvaktu terjadinya 2.660.337
abad.

William Jennings anggota franklin Institute phidelpia mengambil sidik jarinya
sendirinya pada waktu umur 27 th (1887) kemudiambandingkannya dengan
sidik jari setelah umur 77 th (1973) ternyata titlegadi perubahan/tetap.

. Surat kabar London New of the world th. 1937 memgjeah hadiah 1.000 dolar
USA bagi mereka yang mempunyai sidik jari yang isé&sama dengan contoh
disayembarakan.

. Th. 1958 Sir William James Hersohel seorang penmbésggris di Bengal
(Indian) mempergunakan sidik jari jempol yang dirannya untuk identifikasi
orang hukuman.

. Th. 1892 Sir Fransis Galton menulis buku : Fingenspdengan mengatakan
bahwa : Sidik jari tidak sama dan tidak berubahasanrhidup dan dapat dirumus.
Th. 1901 sejak ditemukannya ilmu Daktiloskopi, ma&kstim anthrometry yang
diciptakan oleh  Alponse Bertillon sebelumnya th. 6Q8 tidak
digunakan/khususnya dalam kalangan kepolisian kar8elain mempunyai
beberapa kelemahan antara lain bisa terjadi kemalgengukuran, juga tidak
tepat diterapkan terhadap orang yang belum dewasaadministrasinya sangat
rumit.

. Th. 1901 Sir Idward Richard Henry merubah/mengemkan sistim Galton
menjadi sistin Galton-Henry.

. Th. 1914 sistim Galton-Henry mulai masuk dan dikangkan di Indonesia.
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I.  Th. 1960 sistim ini dirubah/diperluas dan diresmikilgunakan oleh Kepolisian

Republik Indonesia.

Dalam dunia kepolisian sidik jari bukanlah hal ydvayu. Alat ini Pertama kali
digunakan oleh Federal Bureau investigation (atapulfer dengan sebutan FBI di
Amerika Serikat sekitar tahun 60-an. Sidik jarilmsanya tertinggal ditempat kejadian
perkara sebuah peristiwa kriminal. FBI kemudian ggemakannya untuk mengetahui
jati diri korban atau bahkan tersangkanya. Hanyagde memasukkan sidik jari
seseorang melalui teknologi komputer pihak berwgrnangsung mendapatkan seputar
nama, tanggal lahir dan seputar kriminalnya. Hedeleut dapat menjamin kepastian
hukum tentunya karena dilaksanakan atas dasaigplkablwa sidik jari tidak sama pada
setiap orang dan sidik jari tidak berubah selardaghi

Dalam perkembangan selanjutnya tidak saja diagiklka di bidang kriminal,
tetapi juga di bidang nonkriminal, misalnya, idékési bayi yang baru lahir,
administrasi personal, pemegang kartu pengenatdredan, penderita amnesia, mayat
yang tidak dikenal, dan untuk kepentingan yang &gperti untuk pengurusan klaim
asuransi, pensiun, perbankan, ijazah, Kartu Taretadiluk, Surat I1zin Mengemudi,
dan paspor.

Mengingat pentingnya peranan seperti tersebuttak, anaka jelas sidik jari
merupakan alat bukti yang akurat untuk menentuttantitas seseorang secara alamiah.
Di Indonsia sidik jari pertama masuk diawali dengéeeluarkannya Koninklijk Besluit
16 Januari 1911 Nomor 27 (I.S 1911 Nomor 234) tept@enugasan kepada
Departemen Kehakiman untuk menerapkan Sistem fdesii Sidik Jari atau

Daktiloskopi. Pelaksanaan sistem Daktiloskopi iemkidian dimulai pada tanggal 12
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November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuatrkBaktiloskopi Departemen

Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubedmmderal Hindia Belanda
(Besluit van den Governeur-Generaal van Nederldntistie) tanggal 30 Maret 1920
Nomor 21 (1.S. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukantor Pusat Daktiloskopi

Departemen Kehakiman. Selain itu, dengan Keputs@abernur Jenderal Hindia
Belanda tanggal 28 Maret 1914 Nomor IT (I.S 19bt¥r 322) tentang Reorganisasi
Kepolisian di Batavia, Semarang, Surabaya, termadekter Cornelis, Kepolisian

ditugasi untuk mengambil fotografi dan Daktiloskdpbagian reserse.

Dalam masa kemerdekaan berbagai peraturan perwodaaggan nasional
mencantumkan ketentuan tentang pengambilan sidik gatara lain terdapat dalam
KUHAP.

Berdasarkan kegunaan dan pemanfaatan Daktiloskom ynenjamin kepastian
hukum identitas seserorang, maka penyeleanggaraaktild3kopi perlu lebih
diefektifkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, y&lenggaraan Daktiloskopi diatur

dalam suatu Undang-Undang.
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BAB Il
Metode penelitian
A. Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalalid's Sosiologis, Metode
Penelitian Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukya, dalam hal ini peraturan-
peraturan yang mendasari proses pengolahan srilikejgagai bentuk pengungkap suatu
kejahatan. Sedangkan pendekatan Sosiologis menggradti bahwa dalam membahas
kegiatan tersebut harus dilihat kenyataan dalanyanakat®®
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah karf@polisian Resort Kota Malang,
dengan pertimbangan bahwa pada instansi ini peakéia memperoleh data yang akurat
mengenai tugas-tugas ldentifikasi di lapangan ysetwara umum dikaitkan dengan proses
penyidikan dan setiap ada kejadian suatu perkasselkdtar kota malang. Personil yang
diturunkan adalah Tim Identifikasi dari Polrestaldey untuk terjun langsung, sehingga
Tim Identifikasi Polresta malang mempunyai datagydebih akurat dibandingkan di
Polsek lainnya. Dan waktu penelitian adalah diskanadengan ditemukanya data-data
yang diperoleh mengenai kasus kejahatan yang tafjadilayah polresta Malang dari
tahun 2008 awal hingga bulan november 2009.
C.Populasi, Sampel dan Responden
Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri ysaga® Populasi dalam

penelitian ini adalah anggota Polresta Malang. Shmagalah himpunan bagian atau

¥ Ronny Hanitojo Soemitrdvietode Penelitian Hukum dan Jurimetri,PT.Ghalia Indonesia, 1988,Hal 44
341
ibid
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sebagian dari PopulaSiPenentuan sampel dalam penelitian ini menggunaddams
purposive sampling. Purposive Sampling yaitu pdraii sampel penelitian secara
sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan, kritelaa, pertimbangan-pertimbangan.

Pengambilan sampel dilakukan kepada pihak kepnlikhususnya pada bagian
Unit Identifikasi yang dipilih secara acak oleh pltn Sampel adalah sebagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populakriteria pasti dalam pengambilan
Sampel ini adalah :

Dalam penelitian ini menggunakan pengambilan ataggeampel dari
populasi akan dilakukan secara acak tanpa memgerhatrata yang ada dalam populasi
tersebut, sampel yang digunakan adalah seluruhotagegpolisian dari satuan Reskrim
Polresta Malang, yang akhirnya akan ditemukan Resgo untuk dijadikan penelitian
Ini.

Responden dalam penelitian ini adalah :
1. Kepala Satuan Reserse criminal (Kasat ReskrimreB@al Malang
2. KBO Reserse Kriminal Polresta Malang
3. Kepala Unit Identifikasi Polresta Malang
D.Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
1. Data Primer
Data primer, yaitu data dan Informasi yang dipdra¢au diterima dan hasil
penelitian dan atau nara sumbernya dengan melaksikat di lapangaf.

Data Primer ini didapat dengan melakukan peneldigPolresta Malang.

ibid
% Sanapiah faisal,1990,Dasar-Dasar Penelitian Kaiilian Aplikasi YA3,Malang h.30
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2. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakagliputi :
(1). Literatur hukum, baik dari buku, makalah, $ikabar, majalah, internet
yang berkaitan dengan identifikasi dan pengolalidih gri
(2). Peraturan perundang-undangan, dalam hal i@tygan yang digunakan
sebagai dasar dalam proses penyidikan oleh penyidik
(3). Haslil penelitian sebelumnya yang menunjang.
b. Sumber Data
1. Data primer : Diperoleh dari hasil wawancara Rblresta Malang,
khususnya pada bagian Reskrim
2. Data Sekunder : Diperoleh dari perpustakaan tPUsa/ersitas Brawijaya
malang, Pusat Dokumentasi (PDIH) fakultas hukum
universitas Brawijaya Malang, situs internet daterditure
Pustaka Polresta Malang.
E. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalampskini, maka penulis
melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-babagath cara mempelajari dan
membaca buku-buku dan sebagainya, mencari kondepsi,maupun pandangan-
pandangan yang berkaitan dengan permasalahan ghatgdikemukakan, peneliti
juga akan memplekajari buku literature dan peratperundang-undangan yang ada,

serta arsip-arsip yang terdapat di Kepolisian Rdsota Malang.

37 p.joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teoriptaktek,Rineka Cipta Jakarta,1997, h.34
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b. Studi lapangan merupakan data primer , pada talkaglipan lapangan, penulis
langsung turun ke lapangan dalam rangka untuk rgk#gn data pustaka yang
dianggap atau dirasa masih kurang dan untuk memefbutuhan penulisan,
dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1). Interview atau wawancara, merupakan “prosegatgawab secara lisan dimana
dua orang atau lebih berhadapan secara fisik’andddal ini penulis mengadakan
wawancara untuk mendapatkan keterangan atau pEmdsecara lisan dari
responden sebagai pelengkap data, yang ada hubyagdangan permasalahan.
Menurut Marzuki, di dalam interview selalu ada ghldak yang masing-masing
mempunyai kedudukan yang berlainan, yaitu:

Interview sebagai pengejar informasi (informatiatteln), yang mengajukan

pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, dan gakndeterangan-

keterangan yang lebih mendalam. Kemudian terhaaaphjan yang diberikan
interviewer dinilai, ditafsirkan, dan dicatat.

Interviewer sebagai pemberi informasi (information sulyer, oesfent).

Hubungan yang terjadi bukan hubungan timbal bapesti dalam cara diskusi

atau free talk (pembicaraan bebas).

Didalam kegiatan wawancara ini, yang dijadikainak pemberi informasi
adalah Kasat Reskrim, Paur Identifikasi dan petygdsgas dari unit Identifikasi
Kepolisian Resort Kota Malang. Cara yang digunalealah dengan teknik
wawancara berdasarkan atas pedoman wawancaravigmteGuide) yang dibuat
pada pokok-pokoknya saja dan akan dikembangkan paatiwawancara, yang

tentunya disesuaikan dengan pencarian data yaemprel
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Pedoman wawancara dipakai untuk memberikanbiomgén agar wawancaranya
terarah sehingga menghindarkan kemungkinan dilupglea beberapa persoalan
yang relevan terhadap pokok-pokok penelifian

2). Observasi adalah “ Pengamatan yang dilakukaaraesengaja dan sistematis
mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikiskukemudian dilakukan
pencatatan™®®. Pada tahap ini, penulis mengadakan pengamatamastmgsung
pada obyek penelitian di wilayah hukum Polrestadvigl

F. Analisis Data

Untuk data-data tersebut, penulis mengadakan paimgoldata dengan menggunakan
metode pembahasan deskriptif analitis.

Ada pun ciri dari metode deskriptif analitis adalah

1. Memusatkan diri dari pemecahan masalah-masalahaktngl;
2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskiam kemudian dianalisa (karena
itu metode ini sering disebut metode analffis).

Didalam mengolah data yang menggunakan metode ipgSknalitik berarti setelah
data terkumpul data tersebut tidak hanya dideskapssaja,melainkan harus dianalisa, yaitu
dengan memberikan komentar / tanggapan / pendegatdian dikontruksikan.Analisa dan
kontruksi tersebut harus dilakukan secara metodglsggtematis dan konsisten.

Jelasnya metode-metode tertentu harus diungkap&earss berurut dan merupakan
suatu kesatuan yang membentuk suatu sistem, dedgaakian harus ada konsistensi,

maksudnya tidak ada hal-hal yang bertentangan aeuarsipil. Hal tersebut dimaksudkan

%8 Hadi, 1981:201

%9 Soemitro, 1983:62
“0Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian lImiataDitetode Tehnik, Tarsito Bandung 1980, hl 140
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agar pada akhirnya nanti dapat diperoleh gambareara umum dan jelas mengenai fungsi

Unit Identifikasi dalam proses penyidikan yangadijdi Polresta Malang.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
POLRESTA Malang ( Kepolisian Resort Kota Malang)daa di kawasan JL. Jaksa
Agung Suprapto no. 19 malang, yang berada tepad¢mhn Lokasi Rumah Sakit Dr.Syaiful
Anwar malang.
Polresta Malang ini membawahi dan bertanggung jesealara langsung terhadap 5
(lima) Kepolisian Sektor (POLSEKTA) Malang yang der dari Polsekta Lowokwaru,
Polsekta Klojen, Polsekta Sukun, Polsekta Blimlalag Polsekta kedungkandang.

Wilayah hukum Polresta Malang berbatasan oleh :

Sebelah Timur . Dibatasi oleh Polsekta Kedungkagdamembawahi kecamatan
Kedungkandang )

Sebelah Barat . Dibatasi oleh Polsekta Lowokwarumémbawahi kecamatan
Lowokwaru)

Sebelah Utara : Dibatasi oleh Polsekta Blimbingefmawahi kecamatan Blimbing
)

Sebelah Selatan : Dibatasi oleh Polsekta Sukumflbrawahi kecamatan Sukun )
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SRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG

[ KAPOLRESTA ]

v

[ WAKA POLRESTA ]

N e
BAG.MIN | .| PUSKODAL
) | OPS POLRESTA
\ .
SIE KOMLEK J  TAUD
J -

UNIT
PROVOST
POI RFSTA

!

Y
SAT SAT SERSE SAT SAT INTEL SAT BIMMAS
LANTAS SHABARA

[ KAPOLRESTA ]
v \ 4 l A
POLSEKTA POLSEKTA POLSEKTA POLSEKTA POLSEKTA
SUKUN BLIMBING LOWOKWAR KLOJEN KEDUNGKAN
U DANG

Sumber : Data Sekunder polresta Malang 2009, diolah

Penjabaran tugas yang dapat dilihat dari gambarakigr organisasi tersebut adalah :
1. Kapolresta bertugas mengajukan pertimbangan dam daepada Kapolda atau Kapolwil

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidarapitligasnya
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. Wakapolresta bertugas mengajukan pertimbangan a@am &epada Kapolresta mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang mygadan menyiapkan rencana dan
program kerja Polresta

. Bag Min bertugas menyelenggarakan administrasi opgrsdan menyelenggarakan
perawatan personil

. Pusat Pengendalian Operasi (Puskodal Ops), bertugak memandu secara efektif dan
terus menerus tentang situasi keamanan, ketemaagarakat dalam wilayahnya

. Tata Usaha Umum Dalam (Taud), bertugas melaksandkaespondensi, dokumentasi,
termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.

. Unit Provost, bertugas menyelenggarakan penegakdunh disiplin, tata tertib dan
pengamanan di lingkungan polresta termasuk dalamgkeaoperasi-operasi khusus satuan
fungsional Polresta sampai pada polsekta-polsekig gda

. Seksi Komunikasi (Sikonlak ), bertugas memoniton daengadakan observasi deteksi
pelanggaran, hukum yang berkenaan dengan kegiatamdsyarakat.

. Satuan Intelejen ( Sat Intel ), bertugas menyelarad@n upaya-upaya untuk
mengidentifikasikan sumber-sumber ancaman kamtilikimasusnya Kriminalitas.

. Satuan Reserse ( Sat Serse ), bertugas memberikdmngan atau pelaksanaan fungsi
reserse dan melaksanakan fungsi kriminalitas legrardplam rangka pembuktian secara

ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangagyak Polresta Malang

10.Satuan Sangka Bhayangkara ( Sat Sabhara ), bentug@aberikan bimbingan teknis atas

pelaksanaan fungsi satuan ditingkat polsekta segtgalankan fungsi sabhara yang meliputi

penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan, daakardpertama TKP
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11.Satuan Lalu Lintas ( Sat Lantas ), bertugas mamiala fungsi teknis lalu lintas, penegakan
hukum, pendidikan lalu lintas, registrasi dan kegiayang berhubungan dengan peraturan
ketertiban lalu lintas.

12.Satuan Bimbingan Masyarakat ( Sat Bimmas ), bestingemberikan bimbingan teknis atas
pelaksanaan fungsi bimmas pada tingkat polresta seenyelenggarakan pembinaan dan
bimbingan anak-anak, pelajar dan pemuda terutataadangka menanggulangi kenakalan
remaja.

13.Polsekta, bertugas menyelenggarakan reserse kapofizelalui upaya penyelidikan dan
penyidikan terhadap setiap tindak pidana.

Tugas dan struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kminal Polresta Malang

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim ) Polrestamganempunyai tugas-tugas sebagai

berikut :

1. Sat Reskrim adalah untuk pelaksana utama padai&@polesort kota yang berada di bawah
kapolresta

2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau merfungai penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atdimgh@ngan khusus kepada korban atau
pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta merygdeakan fungsi identifikasi baik untuk
kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum damyetenggarakan koordinasi dan
pengawasan operasional dan administrasi penyidfdd&NS sesuai ketentuan hukum dan
perundang-undangan.

3. Sat Reskrim dipimpin oleh kepala sat Reskrim (Kd®askrim) yang bertanggung jawab

kepada kapolres dan dalam tugas sehari-hari dib&eradali wakapolres
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4. Dalam tugas sehari-hari, kasat reskrim dalam maftedsan kewajibannya dibantu kepala
unit biro operasional ( Kap Bin Ops )

5. Sat Reskrim terdiri dari urusan administrasi segjamlah unit

ye-qn-A103is0dal VAVIIMY Y] &
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B. Mekanisme Kerja Unit Identifikasi Dalam Proses penydikan
Sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenaiamskne kerja unit Identifikasi,
disini peneliti akan mengemukakan dahulu Unit Idé&atsi yang menyelenggarakan
Identifikasi pada struktor Organisasi di Kepolisiasort Kota malang. Struktur Organisasi

Reskrim di Polresta malang :

STRUKTUR ORGANISASIH
SAT RESKRIM
POLRESTA MALANG

I KASAT RESKRIM I

ROFIQ RIPTO HIMAWAN, S.IK

UR IDENT

AIPTU SUBANDI

IPTU NANANG WIDODO, SH

STAF BIN OPS RESKRIM
AIPTU SUNARNO BRIPKAWUWUT. N
BRIPKA BAMBANG S. BRIPTU AHMAD N.

BRIPKANURYONO
BRIPKA DWI' YULIASTO
BRIGADIR TEGUHADI L.

BRIPTU VERDIOS VERNANDO S.

UNIT | UNIT Il UNIT Il UNIT IV UNIT PPA UNIT TEKAB
IPDARIDWAN. RB | | IPDAMALADN, SH || AIPTUBAMBANG.H | | AIPTUADJI SANTOSO | | IPTUELISABETH P. IPDA ARIS CAI DWI S.
AIPDA IMAM M. APTU FAUZEN BRIPKA DIDIK A APDA RUDI H PTUENY.S BRIPKA SUNDOYO [BRIGPOL PURWANTO
BRIPKA IRWAN C. BRIPKA IQBAL. R BRIPKA HARI. S BRIPKA NURWASIS AIPDA TRI. H AIPDA A ZAINUL | BRIPTU YOSEPH B.
BRIPKA BUDHIARJO| | BRIPKA SETIAWAN | | BRIGADIR GALIH H BRIGADIR DWI. M BRIPKA MEI R. BRIPKARUDLH | BRIPTU JAJANG
BRIPTU JAWOTO BRIPKA ZULMAN F BRIPTU ARIYANTO sRPTUDVAS. R | | BricaDiR kurNia H | |-ERPRATNGEALS. BRIPTU ALDINO
BRIPKA M. ARIF BRIPTU DODY S.
BRIPTUWACHID S. | | BRIPKAM.SLAMET || gRipTy SURYAT. BRIPTU TIVAS. D BRIGADIR EVLL A | ™o ——
BRIPDA M. RIDHA BRIPTU ANDRI S. BRIPTU MUJIANTO BRIPTU EDUART BRIPDA DEDEK. K | | BRIPKA BAMBANG H. |  BRIPTU TEGUH
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UNIT IDENTIFIKASI

[ PAUR }

A 4 A 4 A 4

[BAPULPAN} [ BANAL } [ BAFOTO }

Identifikasi berbagai kasus kejahatan di TKP, sapgating untuk pembuktian, karena akan
menentukan siapa yang harus bertanggungjawabustsgeristiwa pidana.
Adapun tugas-tugas dari masing-masing bagian deirttifikasi adalah :

1. BAPULPAN : Bintara Pengumpulan dan penyimpanan

Menyelenggarakan tugas Administrasi dalam bidang :
a. Menyelenggarakan pekerjaan atau kegiatan dan makgadpengumpulan serta
menyimpan data-data identifikasi yang meliputi maauhewan dan benda / barang

dan bahan.

b. Mengambil pembubuhan sidi jari, foto dan lain-lagrta mendata identitas seseorang

sesuai Formulir AK-23 yang telah dilakukan di lingigan Polri.

c. Membuat nama, rumus sidik jari, dan beberapa cafzating mengenai orang yang

akan diambil sidik jarinya sesuai formulir AK-23.

d. Pengurusan / penyimpanan kartu pengganti sesuaufiorAK=25 dan AK-26 untuk

pemeriksaan (penelitian dan penyelesaiannya mekagrlvaktu yang lama).
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e. Penyimpanan daftar Riwayat hidup Formulir AK-27 gatbuat khusus untuk orang
yang telah diambil sidik jarinya lebih dari dua ikedrutama tersangka, data-data
nama digunakan untuk mengetahui identitas sesesetrtah diadakan perbandingan

yang sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai bahan infeifina

Bidang pengumpulan dan penyimpanan dalam hal iga jmempunyai kegiatan
administrasi yang dimulai dari pengumpulan sidik y@ang didapat dari pemohon SIM,
SKKB, surat keterangan lain, serta orang-oran@méut seperti satpam, penjaga malam,
tahanan ( tersangka ), residivis, anggota polian gegawai sipilnya untuk kemudian

menyimpannya dalam file.

2. BANAL- Bintara Pengenalan

Mempunyai kegiatan, antara lain :

a. Menyelenggarakan serangkaian kegiatan pencariagepgangan, pengolahan, dan

perbandingan secara ilmiah.

b. Pembuatan laporan segera atas peristiwa-peristang yerjadi untuk disampaikan
kepada pihak penyidik sesuai formulir AK-57 yanglau dilakukan di lingkungan

Polri.

c. Pencarian bukti fisik di Tempat Kejadian Perkaragg@amumnya ditinggalkan oleh
tersangka ( sidik jari latent, bekas telapak jaekas telapak tangan, bekas telapak
kaki, bekas telapak badan yang terlihat / tidaKihr, yang tertinggal pada

permukaan benda yang telah dipegang atau diinglktersangka ).

41 Juklak, 1981 : 5
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d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan PerbandingédnJaid yang ditujukan kepada

hakim untuk keperluan peradilan, untuk penuntut bmwan Kepolisian guna

keperluan penyidikan.

e. Pengiriman Kartu sidik jari tahanan / tersangka) dssidivis ke Polwil, polda dan

Mabes polri.

f. Pembuatan surat keterangan perbandingan sisikuuk instansi sispil ( selain

pengadilan dan kejaksaan ) atas dasar permintamerjggaan perbandingan instansi

sidik jari tersebut.

Selain itu kegiatannya antara lain pengenalaniitlasi dengan objek :

Manusia
Hewan
Benda / barang

bahar¥

Pengenalan manusia dengan aspek-aspeknya, yaitu :

Sidik jari

TST@Tmeo0 T

Ciri-ciri umum

Sinyalemen

Gigi ( odontologi forensic )
Pola langkah

Kebiasaan Individual
Barang milik

Perhiasan

Sarana Identifikasi lainnya.

42 Juklak 1981 : 8
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Pengenalan Hewan dengan aspek-aspeknya, yaitu :

Jenis

Golongan

Pembagian daerah Hidup ( habitat )
Bekas luka

Gigi

Warna kuku

Jenis Keturunan

Tanda-tanda Kepemilikan

Umur

Bentuk Badan, dan lain-lain.

T SemeooT

Pengenalan benda / barang dengan aspek-aspekitya, ya

Golongan Benda
Sifat

Ciri-ciri

Jenis

Merk

Pabrik pembuatan
Tahun pembuatan
Bentuk
Tanda-tanda Kepemilikan
Asal benda

Dan lain-lain

AT T S@Tmeo0oTy

Pengenalan bahan dengan aspek-aspeknya, yaitu :

Macam

Sifat-sifat Kinia
Sifat fisis

Merk

Tahun Pembuatan
Warna

Dan lain-lain.

@+pooow

3. BAFOTO- Bintara fotografi

Kegiatannya ditujukan untuk tugas luar seperti :ndagangi TKP dan

memprosesnya, pembuatan foto di luar studio dadaldim studio.
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Selain itu di bidang fotografi juga mengadakagii&an-kegiatan sebagai berikut

a. Administrasi untuk kegiatan di dalam studio

b. Administrasi untuk kegiatan di luar studio

c. Administrasi penyimpanan film negatif

d. Administrasi penyinpanan fil positif

e. Administrasi pengiriman laopran atau berita acsaa foto
f. Pembuatan laporan kegiatan Kepolisian bulananataman

g. Penyusunan Investarisasi peralatan.

Kegiatan foto, antara lain terdiri dari :

1. Di Luar Studio :

a. Pemotretan Barang bukti ( barang yang besar)
b. Pemotretan TKP

c. Pemotretan Rekonstruksi

d. Pemotretan Kriminal :

1. Mengenai lalu lintas, darat, laut, udara, kebakaran, bencana alam, dan
lain-lain.

2.Mengenai orang non tahanan : pengambilan foto ddik gri instansi
Polri atau permintaan instansi tersebut.

2. Di Dalam Studio :

a. Pemotretan tahanan
b. Pemotretan non tahanan
c. Reproduksi

d. Pemotretan Barang Bukti ( barang yang kecil )
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3. Kegiatan proses di kamar gelap, yaitu Mencuci danagatak Film.

Bidang fotografi juga mempunyai kegiatan-kegiataang sifathya memberikan

bantuan terhadap fungsi-fungsi tertentu di Kepafisantara lain

a. Fungsi Intel / reskrim : reproduksi terhadap @eian orang atau  tahanan
b. Fungsilantas : pemotretan TKP serta barang bukti
c. Fungsi Bina Mitra : pemotretan dokumentasi Bimnalsi p

d. Fungsi minpres

1.Pemotretan terhadap anggota Kepolisian yang mengajukan KTA ( Kartu
Tanda Anggota)

2.Pemotretan Dokumentasi kegiatan-kegiatan kapolféstakapolresta malang

3.Dan lain-lain.

51



Berikut ini dibahas beberapa kegiatan Unit Idekai$i yang dilakukan pada tahun 2008-

2009 :

TABEL 1

DATA STATISTIK KEGIATAN DAKTILOSKOPI KRIMINAL

BULAN DESEMBER 2008

JML PERKARA

JML PERKARA DIMINTAKAN PERBANDINGAN SIDIK JARI

OLAH
ki TKP PIDANA PERDATA
ey &~ Ki'\SML_JS JML SJ YG HASIL Ki'\SML_JS JML SJ YG HASIL

DIPERIKSA | IDENTIK | TIDAK | KABUR DIPERIKSA | IDENTIK | TIDAK
JANUARI 171 110 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRUARI 136 125 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARET 139 90 14 0 0 0 0 0 1 1 1 0
APRIL 187 163 24 8 2 2 0 0 0 0 0 0
MEI 257 163 33 2 1 1 0 0 0 0 0 0
JUNI 186 116 28 1 1 1 0 0 0 0 0 0
JULI 210 114 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUSTUS 157 107 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 156 95 20 1 1 1 0 0 0 0 0 0
OKTOBER 140 67 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 166 75 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 144 53 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2049 1278 255 12 5 5 0 0 1 1 1 0

SUMBER DATA : Unit Identifikasi Polresta Malang tat 2008 ( yang telah diolah )

Selama periode ini laopran kejadian sebanyak 2@4bik keterlibatan Unit Identifikasi

sebanyak 1278 kasus. Dan dapat dilihat di dalaral fadhwa TKP yang diolah sebanyak 255

tempat lokasi
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Tabel 2
Data statistik
KEGIATAN FOTOGRAFI DALAM STUDIO
BULAN DESEMBER 2008

TAHANAN
BULAN WNI WNA -~ AT\

L P L P L P L P
JANUARI 95 7 0 0 0 0 0 0
FEBRUARI 53 7 0 0 0 0 0 0
MARET 57 5 0 0 0 0 0 0
APRIL 82 10 0 0 0 0 0 0
MEI 74 3 0 0 0 0 0 0
JUNI 77 3 0 0 0 0 0 0
JULI 96 13 0 0 0 0 0 0
AGUSTUS 58 7 0 0 0 0 0 0
SEPTEMBER 62 7 0 1 0 0 0 0
OKTOBER 39 2 0 0 0 0 0 0
NOVEMBER 56 5 0 0 0 0 0 0
DESEMBER 60 6 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 809 |75 0 1 0 0 0 0

Dalam tabel 2, dapat dijaleaskan bahwa kegiatdaografi di dalam studio digunakan
untuk memotret tahanan yang terdiri dari tahan&nrléki sebanyak 809 tahanan dan tahanan
wanita sebanyak 75 tahanan. Ini termasuk Warga ridelgalonesia, dan Warga Negara Asing
hanya terdapat 1 tahanan saja, yaitu tahanan wdrmtel pertama dan kedua merupakan data

yang diperoleh dari tahun 2008.
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Tabel 3
DATA STATISTIK
KEGIATAN DAKTILOSKOPI ADMINISTRASI

BULAN SEPTEMBER 2009

TAHANAN
BULAN WNI WNA SIM SKCK SKLD
L P L [P L P L P L P

JANUARI 79 3 O] O] 153| 27| 153 102 0 0
FEBRUARI 63 7 0| O] 171 36| 137 Ja 0 0
MARET 116 8 0] 0] 222| 31| 159 79 0 0
APRIL 95 b O] O] 399| 81| 146 101 0 0
MEI 59 4 0] 0] 233| 69| 420 124 0 0
JUNI 48 6 0| 0] 1v5| 20| 210 87 0 0
JULI 72 5 0] O] 213 35| 172 160 0 0
AGUSTUS 43 6 0] 0 79| 28| 180 145 7 3
SEPTEMBER 67 6 0] O 87| 20| 297 273 2 1
OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH 642 | 50 O] 0)1732|347|1874| 1148 9 4

Sumber : Data Sekunder dari Unit Identifikasi taR009
Data pada tahun 2009, kegiatan Unit Identifikesidapat kita lihat dalam tabel 3.
Dimana kegiatan Daktiloskopinya mencakup : Pembug&dV sebanyak 2079 SIM, dan

Pembuatan SKCK sebanyak 3022 lembar dan pembuKiad Sebanyak 13 lembar.
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Tabel 4

CRIME TOTAL DAN CRIME CLEARANCE TAHUN 2009 BERJALAN

POLRESTA MALANG

JAN PEB MRT APR MEI
NO JENIS KEJADIAN L S 3 3 3 S 3 3 ] s
PEMBUNUHAN 2 = - - - - g - -
1 =
ANIRAT
2 12 5 1 1 3 2 8 6
PENCULIKAN 2 - B - - - -
3 1 1 -
CURAS -
4 5 2 3 2 3 1 6 3 1
CURAT
5 21 14 30 | 20 28| 19 22 | 10 31 14
CURANMOR
6 42 3 50 4 51 4 41 3 42 7
PERKOSAAN - - - - - > -
7 - 2 2
g | PEMBAKARAN - - - -
KEBAKARAN - - N -
9 1 1 3 3 6 6
NARKOBA - - \ 3 _ -
10 1 1
UPAL - - - - - - - -
11 3 3
BAWA LARI GADIS B -
12 1 1 1 1 1 1
SAJAM/SENPI HANDAK
13 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1
PEMERASAN - 2 - - y -
14 2 - 5 1
PERIUDIAN
15 2| 12 12| 12 11 11 8 8 10 10
PERZINAHAN - - - . - -
16 2 1
PENADAHAN - -
17 2 1
PENGRUSAKAN . .
18 3 2 1 1 2 1 1 1
PENIPUAN
19 17 5 8 3 13 4 8 4 15 5
PENGGELAPAN
20 5 3 4 2 11 4 7 3 9 1
PENGEROYOKAN - - -
21 1 2 3 3 1 1 2
CURI BIASA
22 27 5 2| 12 15 7 15 8 12 7
23 | KEJAHATAN SUSILA
ANIRING 2 - - -
24 5 2 3 2 6 2
25 | SEROBOT TANAH
26 | PENGHINAAN - - - -
27 | PALSU SURAT
PERBUATAN TDK ENAK = - . -
28 2 3 1 1 1 1
29 | HAKCIPTA
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MIRAS

30

31 | LAKA MD

32 | LAKA LUKA
PORNOGRAFI

33

34 | JUAL OBAT KERAS

35 | MENGAKIBATKAN ORANG MD

36 | AKIBATKAN ORG LUKA

37 | UUPEMUKIMAN
KDRT
CEMAR LINGKUNGAN

3g | PERCPENCURIAN

39 | FIDUSIA

40 | UPAH DIBAWA MIN
CURI DLM KELUARGA

41

42 | ABORSI

43 | CURIHEWAN

44 | LINDUNG KONSUMEN

45 | PELANGGARAN HAJI

46 | KETPALSU

47 | MELAWAN PETUGAS

48 | KORUPSI

49 | UUPERBANKAN
LINDUNG ANAK

50

51 | LAKA KA

52 | TERLANTARKAN BAYI

53 | ILLEGAL LOGGING

54 | PERCPEMERASAN

55 | BBM

56 | LAKASENPI

57 | ROKOK TANPA CUKAI
TRAFICKING

58

59 | KEJAHATAN THD NEGARA
PEMALSUAN

60

61 | PENODAAN AGAMA
Perampasan

62

63 | Penyuapan
Penggelapan DIm Jabatan

64

65

66

CRIME TOTAL

LAIN-LAIN

Perbuatan Cabul

56



Pergi tanpa pamit

Mati Mendadak/Temu mayat

Serobot Tanah

Lain-lain

JUMLAH 172 | 73 172 | 83 165 | 78 | 142 |66 | 159 | 72

Sumber : Data sekunder tentang kejahatan yangli@gaa tahun 2009

Dalam tabel 4, kasus kejahatan yang terjadi dinét009 sebanyak 1182 kasus.

Setelah penulis kemukakan Unit Identifikasi padaksur di Polresta Malang, akan
penulis bahas mekanisme kerja unit identifikasaoepenyidikan. Sebagaimana diketahui, tugas
penyidik adalah melakukan penyidikan, yaitu seramgk tindakan penyidik menurut cara yang
diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk mencari dangumpulkan barang bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana y&egadi dan guna menemukan siapa
tersangkanya. Adapun barang atau bahan-bahandmkiksud, terutama yang didapat di TKP,
misalnya, noda-noda darah (dalam hal pembunuhii,jari, jejak kaki, korban tindak pidana,
saksi-saksi dan barang-barang lain yang dapat glipakan sebagai bukti bahwa di tempat
tersebut benar-benar telah terjadi tindak pidangabfa penyidik yakin bahwa suatu tindak
pidana benar-benar telah terjadi, penyidik harushastikan siapa pelaku tindak pidana tersebut.
Setelah diperoleh siapa pelaku tindak pidana yargamgkutan, barulah penyidik melakukan
pemanggilan terhadap orang-orang yang disangkakoiga tindak pidana untuk didengar
keterangannya sebagai seorang tersangka.

Apabila penyidik menerima laporan atau pengaduatamg terjadinya suatu tindak

pidana maka penyelidik atau penyidik segera datengKP, dengan melarang setiap orang
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untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksadmrbselesd? . Menurut JUKNIS No.

POL. : JUKNIS/01/11/1982, TKP adalah : “Tempat dmaasuatu tindak pidana dilakukan

(terjadi) atau akibat yang ditimbulkannya atau tatrtpmpat lain yang berhubungan dengan

tindak pidana tersebut dimana barang bukti darapamibuh korban dapat ditemukan”.

Penyelidik atau Penyidik pada waktu pertama kallaknkan pemeriksaan di TKP
sedapat mungkin menjaga status quo di TKP. Hakmitama dimaksudkan agar sidik jari atau
bekas-bekas lain, seperti bekas jejak kaki, bedaaiah, air mani, dan lain sebagainya tidak
rusak, terhapus atau hilang.

Menurut Aiptu Subandi dalam prakteknya laporan ggangaduan diterima oleh Piket

Call Centre yang diteruskan kepada Kepala Senttay&®an Kepolisian (KA SPK). Oleh

Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian segera dibak#gahkepada satuan-satuannya yang berada

di bawah kendaliny§ yaitu :

a. Bina Mitra bertugas memberikan penerangan kepadsyarekat di sekitar TKP melalui
pengeras suara, karena pada setiap kejadian beéasaasyarakat ingin mengetahui apa yang
terjadi. Bina Mitra memberikan penerangan, misalkgaapa TKP tidak boleh dimasuki
oleh masyarakat umum dan sebagainya. Hal ini dikbidw@n mengenggu jalannya
pemeriksaan atau merusak TKP yang dapat mengaéibatlitnya ditemukan bekas-bekas

yang menunjang pengumpulan bukti-bukti.

b. Samapta betugas mengamankan TKP dengan melakukatupan dan penjagaan TKP.
Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan TiREge semula pada saat dijumpai

peristiwa.

3 KUHAP pasal 111 ayat 3
“** Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi Polrb&itng, tanggal 2 november 2009
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c. Satlantas bertugas sebagai pengatur lalu lintaBKéd, terutama yang berdekatan dengan
jalan besar yang ramai dengan kendaraan yang mehMaut pengaturan lalu lintas di
sekitar TKP. Hal ini dimaksudkan agar tidak menggankelancaran lalu lintas yang dapat
menimbulkan kemacetan dan keruewtan, yang akhotapat menghambat tugas penyidikan

khususnya pemeriksaan TKP.

d. Tugas satuan Intelejen di TKP mengadakan penyusdpanmencari keterangan secara
tersamar di sekitar TKP. Dengan cara ini akan ddjmroleh keterangan yang lebih baik,
akan lebih sesuai dengan kenyataan. Keterangandidapat dari saksi-saksi yang

mengetahui kejadian tersebut.

e. Sat Reskrim bertugas mengamati jenis kejadian daamumemeriksa TKP untuk mencari
berkas-berkas kejadian yang diperkirakan dapatkdipsebagai bukti dan menyegel korban
mati (apabila ditemukan). Reskrim dibantu oleh urmantuan teknis Polri, antara lain Unit
Identifikasi. ldentifikasi yang di bawah naunganskR&n hanya ditugaskan untuk mencari
sidik jari, memotret kejadian, seperti korban hidkgrban mati, saksi dan orang-orang yang
dicurigai yang masih ada di TKP. Tujuan pengambdiak jari dari orang-orang di sekitar

TKP untuk mempermudah pencarian tersangka.

Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian pada hakekabasyindak mewakili Kepala
Kesatuan Kewilayahan untuk menghadapi segala kajagang terjadi di wilayahnya, terutama
tindakan pertama di TKP dan memberitahukan kepawguruatau satuan Reskrim untuk
mengolahnya.

Petugas selektif ini yang nantinya akan menuju TRBtugas selektif maksudnya

adalah petugas yang pada saat perintah turun @pal& Sentra Pelayanan Kepolisian sedang
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bertugas jaga atau piket. Tugas dari Kepala Sétdtayanan Kepolisian (dalam tingkat Polres
adalah Perwira, sedang tingkat Polsek adalah Bintanggi) dalam hal ini adalah sebagai
koordinator dari tugas seluruh satuan-satuan di. TKP
Penyidik setelah menerima laporan atau pengadugeras&ke TKP untuk pencarian

bukti-bukti. Pemeriksaan di TKP sering dilakukanrutama pada tindak pidana yang
mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pemculd perampokan.Prinsipnya semua
tindak pidana harus dilakukan pemeriksaan di TKBmNNn pada kenyataannya tindak pidana
yang tertangkap tangan di mana saksi ada, pelala) dan barang bukti ada. Apabila
diperkirakan terdapat pengrusakan, pembobolan ataubukti-bukti fisik berupa bekas yang
tertinggal maka akan diadakan pemeriksaan di TK®ebelum menandatangani TKP perlu
disiapkan personil dan sarana atau peralatan yagmgaciai atau sesuai dengan situasi dan
kondisi kasus yang akan dihadapi, meliputi persiagebagai berikut : personil terdiri dari unsur
Samapta dan Reskrim bila diperlukan berikut unsuntian teknis (Labkrim, Identifikasi, dan
Dokter) bila ada. Kendaraan dan perhubungan unedepatan bertindak dan memelihara
hubungan petugas dengan markas kesatuan.

Tetapi di dalam kenyataannya, tidak semua satugeltet di atas akan turun ke TKP.
Hal ini bergantung kepada keadaan TKP disana. Seqmartoh, pada tindak pidana pencurian
dengan pembongkaran, mungkin yang akan diturunl@nTiKP adalah Samapta, Reskrim
termasuk Unit Identifikasi. Pada pencurian sepedeommungkin hanya Samapta dan Reskrim
saja tanpa mengikutsertakan Unit Identifikasi. Satsatuan dapat diturunkan secara lengkap
pada kejadian-kejadian seperti pembunuhan, kebalateu kejadian-kejadian di tempat yang

ramai.

** Hamzah, Andi. 1983
® Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi tan§gadvember 2009
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Untuk menjadi penyidik tidak tergantung dari kesatumana ia bergabung, misalnya
Satlantas, penyidikan lazim disebut penyidik lahtas, demikian pula untuk tindak pidana
umum, tidak selalu disebut sat Reskrim. Namun pexiamnya untuk tindak pidana umum lebih
banyak dipegang reskrim. Disamping sebagai penyadiggota Reskrim juga sebagai anggota
penyidik. Selain itu komando ( Kapolmsn wakapolres ) juga berfungsi sebagai
penyidik’.Untuk mendapatkan bukti, maka TKP diabadikan demgambuat gambar (sketsa)
dan foto. Gambar atau sketsa tempat kejadian diddeatpenyelidik, foto dikerjakan oleh Unit
Identifikasi. Kegiatan Unit Identifikasi dilakukamulai memotret TKP secara umum terlebih
dahulu dari berbagai sudut, misalnya memotret rudaahdepan, bagaimana posisi dari benda-
benda, posisi korban dan sebagainya. Fotografi yhlagsanakan oleh Kepolisian gunanya

untuk :

a)Sebagai alat untuk mengenal kembali seseoranguntdgrafi Kepolisian
b)Untuk mengawetkan bukti fisik yang berhubungan dengeristiwa tersebut

c)Di depan pengadilan sebagai cara untuk meyakinkagtmh mengenai unsur suatu

kejahatan secara tepat.

Dalam melakukan tindak pertama di TKP, yaitu mekakupenyidikan terhadap tindak

pidana yang terjadi, maka harus diperhatikan hbsélaagai berikut :

1. Ildentitas dan kalau perlu ditanyai orang pertamanbegitahu atau mengadu ke
Polisi

2. Tentukan si pelaku dengan jalan pemeriksaan sdaagsung atau diselidiki bila
identitas sudah jelas

3. Tahan semua orang yang hadir di tempat kejadian itu

4. Panggil pembantu bila perlu

" Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi tanggad\ember 2009
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Jaga daerah itu dengan mengeluarkan perintah diasiisecara fisik
Hanya orang-orang berwenang yang boleh memasuiallée
Pisahkan para saksi, supaya tidak saling mempemgaru

Jangan memindahkan atau menyentuh suatu obyek

L adie® ) b s i g3

Tentukan tugas masing-masing untuk memulai peniahdatau penyidikan.

Sebagaimana pedoman dasar, penyelidik atau penyatiks mengumpulkan

bukti-bukti untuk menentukan sakah satu atau labiFhal berikut :

a. Corpus delictie, artinya barang bukti atau faktddabahwa telah terjadi suatu
kejahatan

b. Metode Operasi si pelaku
c. ldentitas si pelaku

M.karyadi, memberikan pedoman yang disebut “7P Eatais dan pertanyaan
Emas”. Yang diperuntukkan bagi penyidik dalam mexlgipi suatu kejadian perkara

pidana dan P.Emas itu addfah

P-1 Siapa?
P-2Apa?
P-3 Dimana?
P-4 Dengan apa?
P-5 Mengapa?
P-6 Bagaimana?
P-7 Kapan?
Tujuh pertanyaan tersebut dapat dipakai dalamps@engumpulan bukti, baik

pada pemeriksaan saksi maupun tersangka. Demikgm gapat dilakukan di tempat

kejadian atau di kantor penyidik atau pemeriksaa@on @emanggilan seseorang untuk

8 Karyadi, M. 1981 Tindakan Dan Penyidikan Pertam@&KiP, Bogor:Politeia
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didengar keterangannya. Dengan kecermatan padaempéaggan dari “7-P Emas”
tersebut akan mengurangi segala kemungkinan unerkubt kesalahan-kesalahan.

Pengembangan dari tujuh pertanyaan emas itu dgplakan sebagai berikut :

1. Siapa yang melakukan kejahatan itu?

Siapa tersangka-tersangka, saksi-saksi, pengaalypela@por?
2. Apa yang terjadi sebelumnya?

Kejadian apa yang telah terjadi dan akibat-akike®ny
3. Dimana kejadian itu terjadi?

Di tempat-tempat mana kejadian tersebut terjadi?
4. Dengan apa kejadian itu dilakukan?

Menggunakan alat-alat atau barang apa kejadiakudiden?
5. Mengapa kejadian itu dilakukan?

Dengan alasan-alasan apa, sebab-sebab apa kejadidakukan?

=)

Bagaimana kejadian itu?

W

Kapan kejadian itu terjadi?

Pertanyaan di atas tentunya masih dapat dikembariggadengan lebih terperinci
dan sistematis yang disesuaikan dengan kejadiadlike). Selain itu pertanyaan di atas
juga dapat ditujukan kepada orang-orang di sekitaP sebagai saksi, saksi korban
maupun tersangka jika ia tertangkap tangan. Sefsncari keterangan untuk bukti
melalui pertanyaan atau mencari fakta bahwa tedglhadi suatu kejahatan, perlu juga
dicari bukti-bukti fisik, misalnya darah, sidik jadan lain-lain. Bukti fisik ini di TKP
dapat ditemukan dengan menggunakan 5 metode dasaaran di TKP, dan dari
masing-masing metode tersebut dapat dipilih sakth metode oleh penyidik untuk
dipakai di lapangan sesuai dengan struktur daeesh/dimana tindak pidana itu

dilakukan.
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Metode-metode tersebut antara lain adalah sebag&ub:

a. Metode Pencarian Model Spiral ( The Spiral Search &tern )

Metode spiral biasanya dikerjakan pada daerah {enbgka atau diluar ruangan,
dan biasanya dilaksanakan oleh seorang petugas iGamelibatkan penyidik
menelusuri sedikit serta berputar pada batasugsilingkaran menuju titik pusatnya.
Metode ini tidak seharusnya dikerjakan terbalikituyadimulai dari titik tengah
kemudian berjalan menelusuri garis lingkaran padR @ari yang terdalam melebar
pada garis lingkaran yang sebelah luar, karena kattamahannya yaitu bahaya

kerusakan pada beberapa bukti selama penelusuran.

b. Metode Pencarian Model Membanjar Tunggal ( The Stqpe Search Pattern )

Metode ini mempergunakan beberapa garis batagdreiggmana seseorang atau
lebih berjalan bersamaan dari garis permulaan, pangidik terus menelusuri pada
garis masing-masing pada sisi berikutnya, kemudiarbalik dan memulai lagi
seperti tadi, sampai seluruh TKP selesai diperidtsagan teliti. Apabila banyak
penyidik yang dilibatkan dalam cara ini lalu dipakg bukti oleh salah satu dari
mereka, semua penyidik harus berhenti sampai bydaig dipergoki tersebut

penelusurannya dilanjutkan seperti cara yang tikdmukakan di atas.

c. Metode Pencarian Model Membanjar ganda ( The Grid $arch Pattern )

Metode ini merupakan variasi dari suatu metode g@gec membanjar tunggal,
dan dasar pencariannya adalah metode membanjayalunga. Mula-mula penyidik

melakukan pencarian bukti-bukti dengan menggunaketode mambanjar tunggal,
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setelah selesai, penyidik kemudian berbelok tegakisl melintang TKP yang
diselidiki. Lebih banyak waktu yang tersita dalanetade ini, tetapi keuntungan
lebih besar, yaitu lebih teliti dalam pemeriksaamrigal ini disebabkan oleh karena
TKP dilihat dari dua sudut pandang yang berbedhjngga lebih memberikan
ketelitian pada pencarian bukti-bukti yang ada nkimgaja secara tidak sengaja

lepas dari pandangan.

d. Metode Pencarian Model Bidang ( The Zone Search Patn )

Metode pencarian ini membagi TKP menjadi empatrmdaersegi panjang. Tiap-
tiap persegi panjang diperiksa dengan cara yanghsdikemukakan di atas. Pada
tempat yang akan diselidiki adalah daerah yang ldasrah tersebut dimungkinkan

untuk dibagi lagi dalam empat persegi panjang yahit kecil.

e. Metode Pencarian Model Kue Pastel atau Roda ( Thei® Or Wheel Search

Pattern ) wawancara dengan Paur ldentifikasi

Pencarian model ini membagi TKP menjadi sejumlafidmaterpotong, biasanya
menjadi enam bagian. Namun sebelumnya TKP diangghapah lingkaran. Dimana
bagian-bagian terpotong ini akan diselidiki dengatah satu cara dari metode
membanjar. Dalam praktek sesungguhnya, diantaraeimgmiral dan model kue
pastel atau model roda jarang dikerjakan. Walauiklam dalam keadaan-keadaan

tertenti yang menguntungkan mungkin dengan cara ters&buntdilaksanakan.

Kelima metode tersebut dapat dirapkan pada dadeahtempat tertentu, seperti :

a. Metode model spiral bisa diterapkan di daerah seateak lapang
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b. Metode pencarian model membanjar tunggal dan mearbagyanda dapat

diterapkan pada daerah lereng atau berlereng

c. Metode pencarian model bidang baik untuk obyek hyrpakarangan atau tempat

tertutup

d. Sedangkan metode pencarian model kue pastel atha baik untuk obyek

ruangan atau hall.

f. Dalam penerapan metode pencarian barang buktijglkrdari Polresta Malang
dalam melakukan tindak pengolahan TKP sering memgjgan Metode Pencarian
Model Bidang ( The Zone Search Pattern ). Karendodee tersebut lebih
diunggulkan karena tingkat keakurasiannya dalam carerbarang buktibdan

metode ini sering digunakan dalam mengungkap bphéwmsus kejahar&n

Peranan Sidik Jari dalam Dunia Kepoisian khususnya&olresta Malang

Kepolisian sebagai salah satu penyebab hukum ditwmtuk lebih profesional dalam
menjalankan perannya demi menjaga dan memeliharadsan di dalam negeri. Dalam UU No.
13 tahun1961 tentang ketentuan-ketentuan pokoklisegro Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 1
yang isinya adalah “Kepolisian Negara Ri yangrgaetaya disebut kepolisian negara. lalah alat
negara penegak hukum yang terutama bertugas memsekbamanan di dalam negeri.”

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hulantuniya harus ada sarana atau
fasilitas, sehingga penegakan hukum dapat berlaggdangan lancar dan cepat. Dalam suatu
lokakarya yang pernah diadakan di kota Venesia gatlan 1970, telah diidentifikasikan
beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hamloitiam proses penegakan hukum dalam
suatu peristiwa tindak pidana. Menurut Posnerniagumlah polisi yang memiliki sumber daya
manusia yang terampil serta sarana yang memadgadidendala utama dalam mengungkap

peristiwa tindak pidana dalam konteks realita, dikngidana semakain merajalela. sehingga sidik

9 Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi Polrb&itng, tanggal 10 november 2009
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jari menjadi sarana yang amat penting dan haruss tdikembangkan dalam mengungkap
peristiwa tindak pidana. Adanya alat bukti sidikri jmenunjukkan bahwa kepolisian semakin
meningkatkan sarana yang dimilikinya, dengan tidaéngebiri sumber daya manusia dari
kepolisian.

Dasar hukum dalam pengambilan sidik jari tercanpaaia undang-undang RI no.8 tahun
1981 tentang KUHP pasal 5 ayat 1butir b.3 dan pasgfat 1 butir 1, dan juga tercantum dalam
Undang-undang RI no. 28 tahun 1997 Tentang Ketartaetentuan Pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Sidik jari latent di TKP mematidgk mutlak menunjukkan pemiliknya
adalah si pelaku, namun sidik jari latent itu akaembantu mempersempit orang-orang yang
perlu dicurigai berada di TKP sebelum kejaéflan
Pengembangan Sidik Jari Laten

Sidik Jari Laten adalah bekas tapak jari, telapmlgan dan telapak kaki, baik yang
terlihat maupun yang tidak, yang tertinggal padamp&aan benda di TKP, setelah benda
tersebut dipegang atau diinjak. Komposisi sidik faten terdiri dari kandungan keringat yang
terdiri dari Air (98,5-99,5%), Zat Padat ( garammga; asam amino) sebanyak 0,5-1,5% dan

kandungan lemak sebanyak (0,5-1,5%). Usia SidikL2aen tergantung dari beberapa faktor

1. Keadaam Physikologis dari orang yang meninggalidik gri
2. Keadaan cuaca atau iklim setempat

3. Jenis Permukaan benda dimana Sidik Jari Latemdeei.

* Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi Polrb&itang, tanggal 10 november 2009

*1 Hasil wawancara dengan Paur Identifikasi Polrb&itang, tanggal 10 november 2009
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Ada 3 tipe kelenjar dalam tubuh yang secara tereisemus meneteskan kelenjar melalui

keringat, yaitu :

kelenjar eccrine : adalah satu-satunya kelenjag yardapat pada kulit di bagian
perabungan, keluarnya eccrine dari tubuh menetdslunditik pori-pori terbuka
sepanjang bagian atas perabungan
kelenjar Sebaceous : kelenjar ini terdapat padajselbadan kecuali kulit bagian
perabungan, kelenjar ini terdiri dari sebuah campwyang rumit dari lemak, zat yang
mengandung sifat seperti lilin atau WAX, dan alkojang biasa disebut “sebum”.
kelenjar Apocrine. : kelenjar ini berhubungan dengantung rambut, seperti yang
terdapat pada dada dan ketiak. Zat kelenjar ing yaating sedikit ditemukan di endapan
bekas sidik jari latent.

Pencarian sidik jari laten di TKP :

Dalam kasus pencurian dan perampokan dengan meatsaknembongkar, pencarian

akan dilakukan pada :

Tempat tersangka atau pelaku masuk

Obyek yang dirusak

Benda yang dipindah atau diduga disentuh tersangka

Alat yang digunakan tertinggal di TKP atau ditemmukambali

Tempat tersangka keluar
Benda milik korban yang ditemukan kembali

o U WD

Dalam kasus pencurian mobil yang ditemukan kempahgcarian dilakukan pada :

Pegangan pintu

Tempat duduk pengemudi( termasuk jendela sampergnkka pintu dan jendela )
Pegangan Persneling

Kaca spion ( dalam dan luar)

Kepala sabuk pengaman

Benda-benda dalam mobil

O olhs W E

~
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Pengembangan sidik jari laten dengan Metode Serbuk

Jenis Serbuknya adalah Serbuk Biasa dan Serbukd¥lagarna serbuk yang digunakan
adalah Serbuk Hitam ( digunakan dalam permukaag temang ), Serbuk putih dan Serbuk abu-
abu ( digunakan dalam permukaan yang gelap ). Kaegurdari serbuk ini adalah untuk
mengembangkan sidik jari laten pada permukaan yalagg menyerap keringat, seperti kaca,
tembok yang di cat dan kayu yang di cat. Dalam reermangkan sidik jari laten dengan Metode
serbuk ini adalah sebagai berikut :
Jangan Menghadap arah angin
Pilih serbuk yang warnanya kontras dengan permukeaada
Tuangkan sedikit serbuk di kertas
Celupkan kuas di serbuk
Bubuhkan serbuk yang ada di kuas dengan hati-hari

Gerakkkan kuas dengan hati-hati sesuai arah gapitep
Sidik jari yang sudah nampak dipotret sebelum diahdengan lifter.

@rpaoop

Tehnik Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari® :
a. Persiapan
1) Petugas terdiri minimal 2 (dua) orang, baik yangdbung dalam tim pengolahan
TKP atau berdiri sendiri.
2) Peralatan terdiri dari :

Alat-alat yang diperlukan antara lain :

a. Burea Fingerprint Kit, yang terdiri dari :

- Serbuk sidik jari (Powder), macamnya adalah :

2 Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisianralé&gpublik Indonesia., Petunjuk Teknis Polri Dil&ig
Identifikasi, (Cet. Il. Jakarta. 2000), h. 19
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1.
2.
3.

Serbuk hitam ( black powder )
Serbuk abu-abu ( grey powder )

Serbuk alumunium (‘alumunium powder )

b. Kuas, macamnya adalah :

1.
2.
3.
4.
5.

Bulu Unta
Bulu Tupai
Bulu burung unta
Fiberglass

Kuas Kelinci

Kuas dan serbuk magnet. Ini mengembangkan sidilpgala permukaan yang

berpori seperti kayu yang tidak di cat atau diverkarton, dan lain-lain. Dapat

pula dipakai untuk permukaan yang tidak berpopesie kaca, marmer, dan lain-

lain. Karena serbuk dan kuasnya bermagnet, makgafamigunakan untuk

mengembangkan sidik jari pada benda logam dan metal

c. Pita pengangkat (lifter), jenisnya adalah ;

1.

Selotip ( pita yang salah satu sisinya berperekBehgan warna putih dan

hitam

Rubber lifter ( lembaran kertas berperekat pada satinya dan ditutupi

dengan plastik bening ). Dengan warna hitam daifput
Gunting
Jepit atau pinset

Lensa pembesar

%3 Mabes Polri, 1993 :87-95
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6. Sarung tangan atau sejenis atau sapu tangan urdolegang benda pada

waktu mencari sidik jari atau bekas-bekas lain gap@dak meninggalkan

sidik jari pada benda tersebut.

7. Alat untuk mengambil sidik jari diperlukan untuk ngambil sidik jari orang-

orang di sekitar tempat kejadian, antara lain :

a.

b.

Tinta Daktiloskopi

Plat kaca atau plastik atau bahan yang tidak bedyoergunakan untuk
tempat meratakan tinta daktiloskopi

Roller, karet bukat digunakan untuk meratakan tilatitiloskopi

. Penjepit kartu sidik jari, dipakai untuk menjepétrtu agar tidak bergeser

ketika pengambilan sidik jari dilakukan.
Kartu sidik jari, model AK-23

Sendok Mayat, sebagai alat pengambil sidik jariahay

d. Kamera dan perlengkapannya, jenis kamera tergapemgkaiannya, yaitu :

1. Apabila digunakan untuk memotret TKP dan memotngttibukti seperti

pisau, botol, pistol, dan lain-lain, dipakai kampgmais 35 mm atau 50 mm.

2. Apabila dipergunakan untuk memotret sidik jari di@iakamera khusus sidik

jari atau kamera 35 mm atau 50 mm yang dilengkapigen lensa close-up

supaya didapatkan hasil foto yang jelas dan menidekaran perbandingan

1:1 dalam pengambilan jarak dekat.

Untuk perlengkapannya antara lain :

1. Film, dipakai berwarna atau hitam putih

2. Lampu kilat, dipakai membantu pencahayaan. Karammg dipakai, maka

lampu kilat harus ada
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3. Tripot, penyangga kamera berkaki tiga yang digunakatuk meletakkan
kamera supaya tidak bergoyang dalam pengambilan Toipot tidak mutlak
harus ada. Apabila pemotretan dapat memotret thaupeera bergoyang maka
tripod tidak diperlukan.

4. Lensa filter, digunakan untuk memanggil foto sidéki pada permukaan
dengan latar belakang warna majemuk. Warna majguadia latar belakang
dapat mengurangi katejaman foto sidik jari tetegdiihi dapat diatasi dengan

penggunaan lensa filter warna yang tepat.

5. Lensa sudut lebar (wide angle lens) digunakan unteknotret TKP dalam
jangkauan sudut yang lebar.

Langkah-langkah Pengambilan sidik jari
1) Pengambilan sidik jari

a. Pengisian data pada formulir AK-23 sebelum pengkmlsidik jari dilakukan data
perorangan dari orang yang akan diambil sidik jariharus ditulis pada kartu AK-
23 dan data tersebut harus dicocokkan dengan daig tertera pada KTP yang
bersangkuran. Pengisian data pada halaman 1 ( namaaa Kkecil,
pangkat/pekerjaan ) dan halaman 2 data sebeladidirno 1 s/d 11 diisi oleh yang
bersangkutan. Tujuannnya adalah untuk bahan bartdlisgin bagi Satker yang
memerlukan ( contoh labfor Polri ).
Catatan : Apabila yang bersangkutan tidak dapatutiggrdapat diisi oleh petugas

atau lainnya.
b.Diisi oleh Petugas
- Halaman 1

Tempat dan tanggal pengambilan

(1) Diambil oleh : NAMA TERANG
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PANGKAT
TANDA TANGAN
(2) Disaksikan oleh [ NAMA TERANG
PANGKAT
TANDA TANGAN
Harus diisi untuk kepentingan Pemeriksaan di Patagafl Saksi Ahli )

(3) Soal Keputusan dan lain-lain
- Pada soal diisi pasal Hukum yang dilanggar
- Keputusan diisi Keputusan Hakim ( kalau ada )
- Tanggal dan nomor diisi Tanggal dan nomor keputusgam ( kalau
ada)

(4) Pada kolom dibawah kata-kata dipotong dan cacpfd@ halaman belakang
formulir ), khususnya untuk Tersangka, supaya ditul kasus
kejahatanny.(misalnya : pencurian kwat telephongdgal........ di jalan...........
Pembunuhan, tanggal....... di jalan.......... dan-lEn)sedangkan pada kolom
soal dan seterusnya ditulis pasal KUHP/peraturam yang dilanggar serta
putusan Pengadilan jika ada.

(5) Pada halaman depan (satu), tercantum maksud/tygeagambilan sidik jari
seperti Penduduk, Pegawai, Buruh, Transmigrasi,, Sibtsangka/Terhukum
dan lain-lain agar docoret yang tidak perlu atagsasilang (xx).

(6) Pada kolom segi empat yang disediakan untuk paafggoditempelkan pasfoto
terbaru dari yang bersangkutan :

a) Untuk tersangka/terhukum, ditempelkan 2 (dua) hetesfoto ukuran

3x4, masing-masing dari depan dan dari sampingrkénita samping
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kiri ada cacat, maka profil kiri yang akan digunakdemikian juga
sebaliknya).
b) Untuk bukan tersangka/terhukum, tenpelkan satu pakfoto ukuran

4x6 dari depan.

c. Pengambilan sidik jari pada formulir AK-23

1)

2)

3)

4)

Pengambilan/perekaman sidik jari pada formulir AK-8ilakukan dengan cara
menggulingkan ( Rolled Impression) dan dengan dekan rata ( Plain
Impression). Kolom 1 jempol kanan sampai dengan k&lngking Kiri
digunakan untuk pengambilan sidik jari dengan chgalingkan. Sedangkan
kolom tangan kiri empat bersama sampai dengan mak@aan empat bersama
digunakan untuk pengambilan sidik jari dengan tekan rata.

Pengambilan sidik jari harus benar/baik ( tidaklypeebal dan tidak terlalu
tipis,-core dan delta harus terlihat atau terekawsijsi sidik jari harus berada di
tengah-tengah kolom ), agar kartu sidik jari dagiatah baik secara manual
ataupun komputer.

Formulir AK-23 yang baku/standar adalah formulingaterbuat dari kertas
tebal berwarna putih dengan ukuran 20x20 cm. Karenédak dibenarkan
mengambil sidik jari dengan menggunakan formulir -2K berwarna dan
ukuran lain.

Gunakan selalu tinta Daktiloskopi. Tinta stenstiaim dapat digunakan jika
tinta Daktiloskopi tidak tersedia. Jangan mengganakinta stempel atau

sejenisnya.
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5) Langkah-langkah pengambilan sidik jari adalah sablagrikut :

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Tuangkan sejumlah tetes tinta daktiloskopi di alkhca dengan
menggunakan “roller”, tinta Daktiloskopi diratakadsahakan agar tinta

tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis.

Formulir AK-23 supaya diisi oleh yang akan diambitlik jarinya dan
petugas.
Tempatkan formulir/kartu sidik jari tersebut padanjepit sedemikian rupa

sehingga kolom untuk jari-jari tangan kanan siafukidipakai.

Pegang tangan kanan yang bersangkutan dan mirgddeya untuk berdiri
di sebelah kanan anda sedikit ke belakang. Pejdsgari tangan yang
bersangkutan. Keringkan dan bersihkan jari-jarsdbut jika basah atau
kotoOr. Jika garis-garis papilernya halus anda damemerlukan tekana
sedikit saja pada saat mengambil/merekam sidiky@ng bersangkutan :
tetapi apabila garis — garis papiler itu besar dtasar , anda harus
menekannya secara kuat.

Minta orang tersebut bersikap santai. Dengan takgaan anda, peganglah
ibu jari kanan orang tersebut (tangan kiri anda goatrol tekanan),
gulingkan jari tersebut pada tepi plat kaca beatifjari diguling dari sisi
kuku yang satu ke sisi kuku yang lainnya). Buatamikan juga untuk jari-
jari tangan kanan yang lain, jari telunjuk dan akysa jari kelingking.
Gulingkan jari-jari itu satu kali pada formulir atkartu sidik jari sesuai
kolomnya masing-masing. 1/3 ruas kedua dari ujarigyga terekam.
Geser formulir/kartu sidik jari sedemikian rupaisgiga kolom untuk jari-
jari tangan kiri siap untuk digunakan. Berilah dgifdagi pada plat kaca atau
ratakan kembali tinta dengan roller jika perlu

Mintalah orang tersebut berdiri di sebelah kiri @angpeganglah tangan
kirinya dan lakukan prosedur seperti tangan kanan

Geser formulir/kartu sidik jari sedemikian rupaisgiga kolom “tangan Kiri
empat bersama” dan lainnya siap untuk digunakataki@a kembali dengan

tinta.
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]) Minta orang tersebut meluruskan keempat jari tarkgamya berdampingan
(telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingkingg@gang jari-jari itu dan
tekan rata pada tinta. Angkat dan ulangi prosedmgysama pada kolom
yang tersedia. Lakukan prosedur seperti ini jugdapiu jari kiri yang
bersangkutan.

k) Lakukan prosedur seperti pada butir (j) di atasikirkeempat jari tangan
kanan.

[) Teliti hasil pengambilan sidik jari tersebut. Jikesilnya kurang baik
(terlalu tebal atau terlalu tipis), supaya diulapgingambilannya dengan
formulir AK-23 yang baru.

m) Suruhlah orang tersebut membersihkan jari-jaringagdn alat pembersih
yang tersedia ( bensin, sabun, atau kain lap ).

n) Angkatlah/keluarkan kartu sidik jari itu dari pepi|mya dan catatlah jika
ada jari-jari yang buntung.

0) Rumuslah sidik jari tersebut dan catatlah rumusetant pada kolom yang
tersedia.

Obyek Pengambilan
1) Pengambilan sidik jari dilakukan terhadap, antana 1

a) Tersangka

b) Terhukum

c) Permintaan SKCK,SIM,STMD,Surat ijin senjata api
d) Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Polsus, Satpam
e) Pegawai Perusahaan Negara dan Swasta

f) Pegawai Bank Pemerintahan dan Swasta

g) Karyawan Hotel, TKI, TKW Transmigran

h) Orang asing yang masuk Indonesia

i) DIl

2) Jumlah Pengambilan sidik jari dan pengirimannya.
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a)

b)

d)

Pengambilan sidik jari dilakukan dalam beberapgkap menurut tingkat kesatuan

berdasarkan kebutuhannya.

Pada prinsipnya pengambilan sidik jari untuk P&NS, orang asing dan tersangka

dilakukan dalam :

1) Rangkap 4 :Polres dalam Polwil/Polwiltabes

2) Rangkap 3 :Polres yang tidak berada di dalam P@laliviltabes

3) Rangkap 2 :Polda

4) Rangkap 1: Mabes Palri.

Untuk sidik jari tersangka, masing-masing tingk&satuan ditambah 1 (satu)

rangkap lagi guna lampiran BAP.

Kartu sidik jari tersebut setelah dibubuhi rumusiglkap segera dilakukan

Verifikasi dengan file setempat, sedangkan sisatigaim untuk verifikasi dan

penyimpanan pada file kesatuan-kesatuan di atasnya.

Kartu sidik jari AK-23 yang dikirimkan ke kesatuamas (terutama file Pusident

Polri) pada kesempatan pertama untuk Verifikasi :

1) Tersangka (seluruhnya termasuk orang asing)

2) Orang asing (STMD)

3) Personil Palri

4) Personil Perssip Polri

5) Siswa-siswi Sekolah Pembentukan Polri

6) Pengambilan sidik jari non kriminal lainnya, penpamannya pada satuan
kewilayahan saja.

Gulingkan Roller bertinta tersebut pada telapalgaanyang bersangkutan, atau

tekanlah telapak tangan yang bersangkutan padagdatyang bertinta tersebut.
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3)

d)

f)

9)

Tekanlah (tekan rata, jangan terlalu kuat tekanaratgu jangan bergeser) telapak
tangan yang bersangkutan pada kertas HVS khusug yelah disediakan
sebelumnya. Lakukanlah itu untuk telapak tangamkatan Kiri.

Jika hasilnya kurang baik (garis-garis papil tigillas atau kabur), ulangi prosedur
di atas sampai diperoleh hasil yang baik.

Catatlah : kasus, tanggal kejadian, nama tersarajia korban mayat (jika
diketahui), tanggal pengambilan, nama dan paraigastyang mengambil.

Buatlah berita acara sehubungan dengan kegiatebter

Sidik Telapak kaki

1)

2)

3)

4)

5)

Teteskan tinta Daktiloskopi pada plat kaca dankeatatinta tersebut dengan
“roller”. Tinta pada roller jangan terlalu tebalrdeerlalu tipis.

Gulingkan roller bertinta tersebut pada telapaki kag bersangkutan sehingga
semua garis-garis papil terkena tinta. Tinta paalasggaris papil jangan terlalu

tebal atau terlalu tipis.

Ambil kertas HVS/kartu khusus dan lekatkan padaubatiau sepotong papan yang
rata, lalu tekankan pada telapak kaki yang bersaagkkhusus untuk mayat), atau
suruh yang bersangkutan menginjak HVS /kartu yalahtdisediakan sebelumnya.
Lakukan itu untuk telapak kaki kiri dan kaki kanan.

Jika hasilnya kurang baik (garis-garis papil tigiellas atau kabur) ulangi prosedur
di atas sampai diperoleh hasil yang baik.

Catatlah : kasus, tanggal kejadian, nama tersarajta korban mayat (jika

diketahui), tanggal pengambilan nama dan parafgastyang mengambil.
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4)

Pengambilan sidik telapak tangan dan sidik telakalk biasanya dilakukan untuk
memperoleh bahan banding dalam wupaya mengideriifikeersangka atau
korban/mayat. Karena itu obyek pengambiloannyaaddal
1) Tersangka
2) Korban Mayat
Pengambilan sidik jari Mayat
Cara/Tehnik pengambiloan sidik jari mayat tergagt pada keadaan mayat yang
bersangkutan. Masing-masing keadaan membutuhkaaitetanik penanganan yang
berbeda, seperti berikut ini :
a) Mayat masih baru (baru saja meninggal)
1) Jari-jari mayat masih dapat digerakkan :
- Telungkupkan mayat
- Ambil sidik jari dengan cara seperti biasa
2) Jari-jari mayat sulit digerakkan :

- Gunting formulir AK-23 pada batas olom tangan Kan kanan.

- Jepit potongan formulir tersebut pada kedua sisdcle mayat bagian
cekung dengan kolom sidik jari menghadap ke ludagat juga pada
bagian cembung ).

- Bersihkan jari mayat dengan hati-hati, kemudianubildan tinta dengan
alat pembubuh tinta atau dengan roller sehinggaanya dapat

diratakan.
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- Capkan jari mayat tersebut dengan menekannya paldanksidik jari
dari formulir yang terjepit di sendok mayat. Gesamulir menurut
kolom sidik jarinya sehingga semua jari terekam.

- Rekatkan hasil pengambilan tersebut pada sehefaiufv AK-23 dan

rumuslah sidik jari tersebut.

b) Mayat telah kaku dan mulai membusuk
1) Jari-jari mayat menggenggam
- Tarik jari-jari mayat tersebut sehingga menjadugyrbila jari-jari sulit
diluruskan, sayatlah bagian dalam jari pada ruaki&esehingga jari
dapat diluruskan. Untuk ibu jari sayatlah dilakukartara ibu jari dan
telunjuk.
- Ambillah sidik jari tersebut dengan menggunakardekmmayat.
c) Mayat mulai membusuk/awal dekomposisi (kulit arilanterlepas) :
- Periksa kulit jari tersebut apakah masih baik aida bagian yang rusak.
Bersihkan kulit jari tersebut dengan hati-hati.
- Kulit dipasang kembali pada jari mayat atau dim&ankdalam jari
terugas sehingga pengambilan dapat dilakukan.
- Jika kulit jari sudah terlepas sama sekali :
a. Kulit jari diolesi tinta
b. Kulit jari yang bertinta tersebut dijepit antaa(dua) lembar kaca

kemudian dipotret/direproduksi.
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c. Tempelkan potret sidik jari tersebut pada foimAK-23 sesuai
kolomnya dan rumuslah sidik jari mayat tersebut.
- Jika kulit ari sudah hilang (garis papil padalitcjangat masih dapat
diambil walau tidak begitu menonjol).
a.Oleskan tinta dengan hati-hati pada garis pait jangat jari

b. Ambillah sidik jari tersebut dengan sendok mayat

d) Mayat sudah membusuk (dekomposisi), mengering (tikamsi), terendam di air
(medok) :

- Periksa apakah jari mayat masih lengkap, jika tiéakkap apakah jari
tersebut hilang ketika masih hidup atau jari temsefelah dimakan
binatang. Catatlah keadaan ini pada kartu sidik garkolom yang
bersangkutan.

- Bersihkan kotoran yang terdapat pada kulit jariggenhati-hati.

- Usahakan agar kulit dapat dibeberkan menjadi Gé@anya : sisa-sisa
daging dibawah kulit dikeluarkan lalu tepi-tepi ikudligunting sedikit
sehingga kulit jari itu mudah dibeberkan.

- Oleskan tinta pasda kulit jari itu, kemudian dijediantara 2 (dua)
lembar kaca dan dipotret atau direproduksi.

- Tempelkan potret sidik jari tersebut pada formulK-23 sesuai
kolomnya dan rumuslah sidik jari mayat tersebut.

Perlu diingat bahwa pengambilan sidik jari magahaksudkan sebagai
salah satu upaya untuk dapat mengidentifikasi mayaebut. Karena itu segeralah

mencari bahan pembandingnya di file atau dari surfde : KTP, ijasah, SIM,
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benda milik korban yang biasa dipegang,dan laim-i@eklah selalu terhadap
laporan orang hilang)
Obyek pengambilannya :
- Mayat tidak dikenal ( korban pembunuhan, kecelakaan
- Mayat yang dikenal yang kematiannya mencurigakan
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1) Pengisian kartu sidik jari, diharapkan data-datams@si semuanya termasuk
tanda tangan pengambil sidik jari dan saksi
2) Untuk sidik jari yang dikirimkan kepada presidenlrPtarus asli dan tidak
fotocopy
3) Pengambilan sidik jari mayat agar berkoordinasi gden penyidik yang
menangani kasus tersebut.

Bila persiapan teknis diatas sudah dilakukan dalk sari laten sudah ada. Maka
sampailah unit identifikasi untuk membandingkanksjdri tersebut. Adapu alat yang digunakan
berbeda denagan pelaksanaan teknis tersebut didtdsyang digunakan adalah Fingerprint
Comparator atau alat yang paling umum yaitu kacabesar, Jangka un tuk membantu
menetukan jarak antara titik persamaan yang satgatieyang lainnya, serta Spidol (warna yang
menyolok, seperti merah) yang digunakan nantingakumembububhi titik persamaan.

1. Langkah-langkah dalam membandingkan sidik jari.
a) Sebelum sidik jari laten yang dibandingkan @engjdik jari tersangka atau sidik jari
yang tersimpan di file atas nama orang tertentteld#n dahulu sidik jari laten
tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orgnyy secara sah telah memegang

sesuatu d TKP.
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b) Menetukan asal sidik jari

Pada umumnya sidik jari laten berdampingan satu asalain (letaknya

berdampingan/kombinasi). Dalam mempermudah penaarksharus ditentukan

terlebih dahulu dari jari/tangan manakah jari laensebut berasal.
2. Caralteknik perbandingan sidik jari

- Sidik jari laten atau sidik jari yang dicurigailelakkan berdampingan dengan
sidik jari yang diketahui pada Fingerprint Comparatkkemudian dengan
menggunakan peralatan tersebut di atas dimulailbmaedingkan kedua sidik jari
tersebut. Dalam pemeriksaan perbandingan tersedvus Fselalu di mulai dari
sidik jari laten (sidik jari yang dicurigai) ke skdjari yang diketahui, dan tidak
boleh sebaliknya.

- Menentukan apakah kedua sidik jari tersebut memgiubgntuk pokok lukisan
yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis Ipaintara kedua sidik jari
tersebut.

- Mencari titik persamaan yang cukup yang dapat mekkan bahwa kedua sidik
jari tersebut (laten dan yang diketahui) berasalydang sama (identik).

Peran Unit Identifikasi Sidik Jari

Identifikasi secara harfiah adalah berasal daa katldentify artinya mengenal kembali.
Identify artinya ciri-ciri. Dalam perkembangan idiékasi diartikan sebagai pengenalan kembali
terhadap seseorang, benda atau hewan dengan cagemak melalui ciri-ciri yang ada pada
orang atau, hewan dan benda tersebut. Dalamkitiminalistik dan ilmu-ilmu forensik istilah

Identifikasi mengandung “Usaha mencari sejumlatsggeaan suatu makluk (manusia, benda
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dan hewan) dengan membandingkannya dengan makiak ¢eengan maksud mencari
persamaan atau sejumlah persamaan antara keduakntakl
Identifikasi dalam fungsi kepolisian dibagi 3 (figadang sebagai berikut :
1) Identifikasi terhadap manusia dilaksanakan oledapidentifikasi Polri.
2) ldentifikasi terhadap benda dilaksanakan oleh pakairatorium forensik polri.
3) Identifikasi terhadap hewan belum diatur secawsél
Didalam kepoilisian Republik Indonesia maupun LNe&geri istilah Identifikasi
diartikan sebagai Identifikasi terhadap manusiagdantujuan untuk mengenal
kembali seseorang dengan cara-cara tertentu yasigabdmiah.
Adapun peran sidik jari meliputi 2 aspek yaitu
1). Aspek security (keamanan)
Adalah penegakan hukum (preventif/represif dalamgkiup Criminal Justice sistem
antara lain :
a) Pembuktian identitas tersangka
Kemungkinan adanya dua pola sidik jari yang idepaida anggota populasi
dunia termasuk jari yang berbeda dari tangan sasgatan bahkan jari yang sama
dari orang kembar sangat kecil sekali. Keunikardidukung dengan perbandingan
sidik jari selama 80 tahun terakhir dan berdasar&tistik. Sehingga hal ini
memungkinkan, dalam membuktikan suatu peristiwa@atn pidana dan dapat

diketahui tersangka bahkan korbannya hanya dengagambil sidik jarinya.

54 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Identifikddietode Identifikasi., h. 3

5 |bid h.4
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b)

Catatan criminal seseorang

Polri selaku aparat penegak hukum yang harus mkkagahukum yang
berlaku di Indonesia dan dilakukan sesuai dengasepiur perundang-undangan
guna menciptakan rasa aman dimasyarakat sesuaardePgsal 13 Undang-
undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negapabié& Indonesia, Polri
memiliki peran sentral dalam mendata statistik orah yang terjadi dan
mengusahakan pelaku yang pernah melakukan kejahdea mengulangi lagi
perbuatannya. Dalam hal ini, dengan memanfaatkan balkti sidik jari Polri
dapat membuat database tentang kejahatn dengaderstmle number to each
person, yaitu mencatat setiap pelaku kejahatan yaelkakukan suatu tindak
pidana dan mengambil sidik jarinya. Untuk mendagathkal tersebut diatas Polri
menggunakan suatu alat yang disebut Aided-Autonfategerprint Identification
System (CA-AFIS) yang digunakan untuk menemukanataat kriminal
seseorang.
Mencari / menemukan DPO / buronan residivis.

Dengan melihat pada database pelaku kejahatanidenitifikasi sidik jari
dan penyidik dapat mengetahui bahwa pelaku terggbugah mereka proses pada
kasus sebelumnya, dengan melihat pada file yangliadtabase. Namun, pelaku
dapat lepas dari jeratan ketentuan Pasal 486,48A48& KUHP sebagai seorang
residivis, dimana hukumannya diperberat denganmiligd sepertiga dari
ancaman hukuman tindak pidana yang dilakukanny&ain§ga pelaku akan
berusaha untuk lepas dari jeratan pasal 486 sadgaan pasal 488 KUHP.

Dengan mengatakan “tidak pernah” melakukan ataudufivepernah” diproses
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pada suatu peristiwa tindak pidana pada saat p&nyme¢nanyakan “apakah
saudara pernah dihukum melakukan suatu tindak a®farKarena dia merasa
takut akan diperberat atau merasa lebih pintargkttgas yang menyidik karena
tahu akan criminal track record-nya. Sehingga tigedang terjadi kekerasan
dilakukan terhadap pelaku guna mengejar pengalkerdiadap apa yang pernah
dilakukannya sedangkan seorang tersangka berhakenidsmn keterangan sacara
bebas kepada penyidik.
2)  Aspek Prosperity (kesejahteraan)
Adalah untuk hal pengamanan, ketertiban, admisisarsonil / pensiunan
dan kepentingan pengenalan kembali identitas smsgoDalam Ensiklopedi lImu
kepolisian. Sidik jari adalah cara yang palin telintuk melakukan hal tersebut

diatas.

EKSISTENSI HUKUM BARANG BUKTI SIDIK JARI

Diera yang serba canggih dan modern, Polri dituntoiuk berkembang mengikuti
kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan senma&mmingkatkan keakuratan alat bukti
yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindab@ana pembunuhan. Polri sebagai salah satu
dari criminal justice system memiliki fungsi pemgirdalam sistem penegakan hukum di
Indonesia. Berdasarkan KUHAP Pasal 7 ayat (1) htinmenunjukkan salah satu wewenang
yang dimiliki oleh Polri karena kewajibannya selgt@nyidik yaitu mengambil sidik jari dan
memotret seseorang. Sejalan dengan pasal ini, lgadadang No 2 Tahun 2002 Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Pada pasal 14 ayatufl¥ hh menyatakan Polri menyelenggarakan
identifikasi kepolisian, laboratorium forensik dpsikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian. Kedua pasal ini merupakan dasar hukwagi Ipenyelenggaraan fungsi teknis
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identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskdkepolisian, fotografi kepolisian, serta metoda-
metoda identifikasi lainnya. Dalam dunia kepolisgdik jari menjadi cara yang paling teliti
sebagai bagian dari identifikasi. Hal ini disebableadik jari memiliki tiga hal yaitu sebagai
berikut :

1) Sidik jari bersifat unik.

Kemungkinan adanya dua pola sidik jari yang idep&kla anggota populasi dunia
termasuk jari yang berbeda dari tangan seseoramppatzkan jari yang sama dari
oarang kembar sangat kecil sekali. Keunikan inukiichg dengan perbandingan
sidik jari selama 80 tahun terakhir dan berdasapahitungan statistik.

2) Sidik jari bersivat tidak varian
Kecuali perubahan-perubahan ukuran besarnya yanggikugi pertumbuhan
individu, rincian pola sidik jari tidak berubah sepang hidup seseorang. Luka-
luka hanya meninggalkan bekas luka permanen jikgpaamasuk jaringan kulit
dalam. Bekas ini juga dapat digunakan untukidesatsi.

3) Tipe pola umum memungkinkan sidik jari diklasifikesn secara sistematis. Hal
inimemungkinkan untuk menyusun arsip yang dapatrdigan untuk menunjang
identifikasi. Dari pola tersebut terbagi lagi mehja@anyak klasifikasi sub-grup.
Pola pola tersebut juga membentuk suatu rumusarhdaya dimiliki oleh satu
orang dan bersifat khusus.

Faktor Penghambat Dalam Proses Penyidikan
Faktor-faktor penghambat dalam kegiatan yang dikak oleh Unit Identifikasi untuk

membantu proses penyidikan dibagi menjadi 4 (empaiiu :
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1. Faktor TKP

Status quo TKP sangat membantu untuk mengumpulk&n-tukti fisik berupa sidik
jari, darah, senjata, air mani, dan sebagainya.puMiawbukti non fisik berupa petunjuk di
TKP, seperti keadaan TKP yang porak-poranda mekdrepetunjuk bahwa korban sempat
melakukan perlawanann atau apabila penerangamikilisti TKP padam, menunjukkan
tersangka kemungkinan melakukannya pada malanataariuntuk sabotase.

TKP yang telah berubah keadaannya dapat menghapuagihilangkan dan mengaburkan
bekas-bekas yang ada. Hal ini menyebabkan suliintikilkannya keterangan-keterangan
yang dapat menyesatkan penyidikan. Sebagai coyaolg, rusak adalah sidik jari, maka yang
seharusnya sidik jari yang dapat diproses untu&rdgndingkan dengan sidik jari milik orang
yang dicurigai sebagai tersangka, dengan senditidgk akan identik atau sama.

d. Faktor Petugas

Faktor ini cukup besar dalam menentukan keberlmsfaatu pengolahan TKP.
Walaupun sebelumnya TKP dinyatakan memenuhi syaraj baik dengan bekas-bekas yang
utuh tetapi apabila petugas tidak mampu untuk mesgsnya akan mengakibatkan
pengumpulan buktin yang buruk. Semua itu dikarenaikdak semua petugas kepolisiann
menguasai pengetahuan Identifikasi yang selanjutnyengakibatkan penyidik akan
mendapatkan bukti yang tidak cukup.

e. Faktor Alat
Dengan kemampuan petugas yang baik dan kondisi y&#) utuh pula, namun tidak
ditunjang dengan alat-alat yang memadai dan memduKkdaka juga akan berakibat sulitnya
mendapatkan bukti-bukti yang diharapkan. Sebagaioto bila ditemukan TKP yang sudah

lana dan disitu diketahui terdapat sidik jari pumeka sidik jari ini tidak dapat diangkat hanya
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dengan menggunakan serbuk tapi secara khusus imanggunakan alatv laser Fingerprint.
Karena sidik jari latent yang sudah berumur lel@h datu hari saja akan sulit diangkat kalau
hanya menggunakan serbuk saja, apalagi TKP yarghduetumur bulanan bahkan tahunan.
Maka diperlukan alat yang memadai pula untuk mernkala pelaksanaan pengolahan TKP.
Faktor Masyarakat

Pada kenyataannya, pada setiap peristiwa yanglitelja KP, akan menarik perhatian
masyarakat. Masyarakat akan berusaha untuk mefitenigetahui apa yang sedang terjadi.
Bahkan mereka berupaya mendekati TKP tersebut.

Keadaan yang demikian dapat merusak atau merulaaih keiadaan TKP. Padahal untuk
mempermudah pencarian bukti, keadaan TKP harus patda saat ditemukan. Dengan kata
lain status quo TKP tidak boleh berubah atau agiar bukti-bukti yang ada tidak berubah,
rusak atau hilang, bahkan melenyapkan kesempattuk unendapatkan bukti-bukti dan
keterangan-keterangan yang berharga untuk memdraaigt suatu tindak pidana.

Upaya Menanggulangi Hambatan Dalam Proses Penyidika

Hasil yang didapat dari Unit Identifikasi yang matakan bahwa sidik jari tidak dapat
dikembangkan, dengan sendirinya mengakibatkan tdglat diketahui atau dikenalinya pelaku
suatu tindak pidana. Walaupun hal ini tidak banyampengaruhi proses penyidikan, masih
bisa diupayakan dengan cara yang lain, misalnyagatercara penyusupan, penyamaran,
pembuntutan, dan lain-lain. Dari situlah dapat @ikai fungsi Unit Identifikasi dalam proses

penyidikan. Oleh karena itu diupayakan cara menalaggi hambatan-hambatan tersebut, yaitu
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1. Faktor TKP

Jika status Quo TKP telah rusak atau berubah, uysmyag harus dilakukan adalah :
Pada berita acara pemeriksaan TKP diberi keteramgdmva TKP telah rusak
dimana tidak dapat ditemukan bukti-bukti secan#.fis

Pemeriksaan dilakukan di tempat-tempat yang ticakluga secara teliti karena
kemungkinan masih ada bukti-bukti lain.

Intuk pengamanan TKP harus dilakukan sesegera nmungiar penyidik

mendapatkan status quo yang baik.

2. Faktor Petugas

Seperti yang diungkapkan penulis di atas, bahwagpst yang kurang menguasai

pengetahuan Identifikasi, maka pemecahannya adalah

a.

b.

Memberi kesempatan pada setiap anggota Kepolisedamd hal ini juga diluar

anggota unit Identifikasi untuk diberikan pelatih&hususnya dengan materi
pengetahuan Identifikasi.

Agar dalam pengolahan TKP petugas satu dengan lgamgsaling mengingatkan
bagaimana bertindak secara prosedural.

Jika petugas mengalami kesulitan, maka harus memgledn ahli khusus, seperti

Labkrim, Kedokteran kehakiman dan sebagainya.

3. Faktor alat

Upaya yang dilakukan adalah :

a. Melengkapi alat-alat, minimal peralatan yang bidip@kai dalam kasus yang sering

terjadi. Untuk kasus yang langka dapat memintauzamdtari ahli khusus.
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b. Logistik yang baik dapat mendukung kelancaran mkkgn, karena dengan alat
yang lengkap akan mempermudah proses penyidikannihtdak terlepas dengan

penyediaan dana yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Agar masyarakat tidak sampi merusak atau merubalP, Tikaka upaya yang

dilakukan adalah :

a. Penutupan dan pengamanan TKP secara tepat dan, cégagan maksud
menghindari rusak dan atau berubahnya status QU dE& masuknya orang-orang

yang tidak berkepentingan.

b. Apabila pada suatu TKP sudah banyak masyarakat lyarkgimpul, maka dilakukan
pemberitahuan dan pengarahan secara baik terhagtegan
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BAB V

PENUTUP

Setelah bab demi bab dibahas, maka penulis dalamplkeautup ini penulis akan
mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yangpitidari pembahasan dari pokok

permasalahan tentang Fungsi Unit Identifikasi [Batuan Reskrim dalam proses penyidikan.

A. Kesimpulan

Sebagaimana diketahui, tugas penyidik adalah mkdéakpenyidikan yaitu serangkaian
tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalankutiu Acara Pidana untuk mencari dan
mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tetselembuat terang suatu tindak pidana
yang terjadi an guna menemukan siapa tersangk&uggpoun bahan atau barang bukti yang
dimaksud, terutama yang terdapat dalam TKP, misafrogla darah ( dalam hal pembunuhan,
sidik jari, jejak kaki, korban saksi dan barangdvay lain yang dapat dipergunakan sebagai

bukti bahwa ditempat tersebut benar-benar terjadak pidana.

Disini peran Unit Identifikasi dalam melakukan tagga dalam melakukan penyidikan
yaitu mencari dan mengumpulkan semua barang bakiy yda di TKP dengan mekanisme
yang sudah diatur menurut cara yang diatur dalaiLAK dan JUKNIS yang ada. Dan
mekanisme kerja Unit Identifikasi di bawah pimpinigtu Subandi sudah berjalan dengan

baik sebagaimana mestinya

Untuk pemakaian sidik jari sebagai alat bukti, gktg harus digunakan adalah :

Burea Fingerprint Kit
Kuas

Pita pengangkat (lifter)
Sarung tangan

apop
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Tinta Daktiloskopi

Plat kaca

Roller

Penjepit kartu sidik jari, dipakai untuk menjepirtu agar tidak bergeser ketika
pengambilan sidik jari dilakukan

Kartu sidik jari, model AK-23

Kamera dan perlengkapannya

Untuk dapat dijadikan barang bukti, diperlukan keéen yang lebih agar tidak

kehilangan barang bukti sidik jari yang sifatnyadalu hilang.

Faktor penghambat dalam kegiatan yang dilakukarn dlait Identifikasi untuk

membantu proses penyidikan dibagi menjadi empdt ya

Faktor TKP

Faktor Petugas
Faktor alat

Faktor Masyarakat

Faktor diatas dapat merusak atau merubah suataedKP. Identifikasi dalam hal

ini adalah Unit Identifikasi mempunyai peranan yaaggat penting meskipun tidak mutlak,

tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan. Bila pé@idya melalui sarana Identifikasi tidak

berhasil karena hambatan-hambatan tersebut, masat dbupayakan dengan cara lain,

misalnya penyusupan, penyamaran, pembuntutan dagaeya.
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Saran
Adapun saran dari penulis yang dapat dikemukakatahd

1.Agar TKP memiliki status Quo yang bebas dari gaaggmasyarakat, maka unsur-unsur

Kepolisian diluar Satuan Reskrim khususnya ldew@#i juga diperlukan, seperti Satuan
Samapta yang bertindak cepat dalam melakukan penganstatus Quo, bagian Bina Mitra

melakukan pengarahan kepada masyarakat agar tielattakat ke TKP.

2.Jika memungkinkan, kiranya perlu menambah keterarajau tata cara penyidikan yang

lebih komplit lewat perundang-undangan sesuai depgekembangan zaman dan teknologi.

3.Dibutuhkan tenaga lebih dalam membantu kepolisialanrd mengungkap kejahatan yang

berkaitan dengan pengungkapan kasus kejahatanunsatik jari.
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